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ABSTRAK

Dewan Syari’ah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia pada
tanggal 13 April 2000 menetapkan fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-
MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah. Fatwa tersebut menjelaskan
bahwa spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk
jangka waktunya, namun dalam implementasinya, KSPPS Fastabiq
Khoiro Ummah Cabang Cepu di dalam akad ijarah yang tertulisnya
ada yang janggal. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut
maka dapat diambil rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana prosedur
pelaksanaan pembiayaan ijarah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah
Cabang Cepu?. 2) Bagaimana mekanisme implementasi pembiayaan
ijarah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000
tentang pembiayaan ijarah?. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui dan memahami secara jelas bagaimana prosedur
pelaksanaan pembiayaan ijarah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah
Cabang Cepu serta memahami dan meneliti bagaimana mekanisme
implementasi pembiayaan ijarah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah
Cabang Cepu.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field
research) yang mengambil objek di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah
Cabang Cepu dengan pendekatan penelitian hukum normatif empiris
yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami hubungan dan
keterkaitan antara aspek-aspek hukum dengan realita pelaksanaan di
KSPPS Fastabigq Khoiro Ummah Cabang Cepu. Teknik pengumpulan
data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data
terdiri dari data primer yaitu hasil wawancara dari manager cabang,
Customer Service dan Back Officer (CSBO) dan Relationship Officer
(RO), dan data sekunder yaitu berupa jurnal penelitian, brosur, Rapat
Akhir Tahunan (RAT) dan profil KSPPS Fastabig Khoiro Ummah
Cabang Cepu. Setelah data-data terkumpul, penulis menganalisisnya
dengan metode analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik
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prosedur pembiayaan ijarah yang terjadi di KSPPS Fastabig Khoiro
Ummah Cabang Cepu sudah sesuai dengan ketentuan syara’ dan
mekanisme implementasi ketentuan objek ijarah yang tertuang dalam
akad ijarah antara anggota dengan KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah
Cabang Cepu sudah sesuai dengan ketentuan objek ijarah yang
terdapat dalam Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang
pembiayaan ijarah.

Kata Kunci : pembiayaan, ijarah, pembiayaan ijarah, implementasi,
KSPPS Fastabig Khoiro Ummah Cabang Cepu
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk individu dan makhluk
sosial tidak bisa terlepas dari kehidupan sosial. Kebutuhan
hidup manusia meningkat dan beraneka ragam seiring dengan
meningkatnya peradaban yang memiliki sifat yang tidak
terbatas, mulai dari memenuhi kebutuhan primer, sekunder
dan lain-lain. Manusia tidak mungkin mencukupi kebutuhan
hidupnya tanpa berinteraksi dengan manusia yang lain atau
masyarakat sebagai kelompok. Termasuk dalam hal ekonomi,
manusia memerlukan cara-cara untuk memenuhinya, maka
melakukan interaksi dengan yang lain.
Salah satu komponen dan sarana penting untuk mendukung
kebutuhan manusia dalam bidang ekonomi di dunia modern
ini adalah Koperasi. Keberadaan koperasi sangat dibutuhkan
olen masyarakat, baik yang berbentuk simpan pinjam,

koperasi konsumsi maupun koperasi produksi.
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Koperasi berasal dari kata cooperation (bahasa
Inggris), yang berarti kerja sama. Sedangkan menurut istilah,
yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan
yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk
memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang
relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup
bersama.*

Koperasi sebagai pelaku ekonomi dapat dibedakan
dan dilihat dari dua segi: pertama, dari segi bidang usahanya
dan yang kedua dari segi tujuannya.

1. Dari segi usahanya, koperasi dapat dibagi menjadi
dua macam, yaitu:

a) Koperasi yang berusaha tunggal (single
purpose), vaitu koperasi yang hanya
menjalankan satu bidang usaha, seperti
koperasi yang hanya berusaha dalam bidang

konsumsi, bidang kredit atau bidang produksi.

' Hendi Suhendi, Figh Muamalah, Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2012, h. 289.
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b) Koperasi serba usaha (multi purpose), yaitu
koperasi yang berusaha dalam berbagai
(banyak) bidang, seperti koperasi yang
melakukan pembelian dan penjualan.

2. Dari segi tujuannya, koperasi dapat dibagi menjadi
tiga bagian, yaitu:

a) Koperasi produksi, vyaitu koperasi yang
mengurus pembuatan barang-barang yang
bahan-bahannya dihasilkan oleh anggota
koperasi.

b) Koperasi konsumsi, vyaitu koperasi yang
mengurus pembelian barang-barang guna
memenuhi kebutuhan anggotanya.

c) Koperasi kredit, yaitu koperasi yang
memberikan pertolongan kepada anggota-

anggotanya yang membutuhkan modal.?

> Ismail Nawawi, Figh Muamalah Klasik dan

Kontemporer, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012, h. 293-294.
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Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1992 pasal 15 yaitu “Koperasi dapat berbentuk
Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder”.?

a. Koperasi primer adalah koperasi yang
didirikan oleh dan beranggotakan orang-
seorang.

Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-
kurangnya 20 orang.

b. Koperasi sekunder didirikan oleh dan

beranggotakan koperasi.
Berbeda dengan koperasi primer, koperasi
sekunder meliputi semua koperasi Yyang
didirikan oleh beranggotakan koperasi primer
dan/atau koperasi sekunder

Macam-macam koperasi tersebut dapat disebut

koperasi konvensional, koperasi konvensional tentu berbeda

dengan koperasi syari’ah, koperasi syari’ah merupakan badan

3

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian.
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usaha koperasi yang menjalankan usaha-usahanya dengan
prinsip syari’ah Islam yaitu Al-Qur’an dan As-Sunnah. Secara
teknis koperasi syari’ah bisa dibilang sebagai koperasi yang
prinsip anggota dan kegiatannya berdasarkan syari’ah Islam.

Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah, Koperasi syari’ah Indonesia merupakan koperasi
sekunder yang beranggotakan koperasi syari’ah primer yang
tersebar di seluruh Indonesia, koperasi syari’ah merupakan
sebuah konversi dari konvensional melalui pendekatan yang
sesuai dengan peneladanan ekonomi yang dilakukan
Rasulullah dan para sahabatnya.*

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah  Republik Indonesia  Nomor
16/PER/M.KUKM/1X/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari’ah oleh
Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari’ah

selanjutnya dalam peraturan ini disebut KSPPS adalah

4 http://kementeriankoperasi.com/pengertian-koperasi-

syariah/, diakses pada tanggal 20 Juni 2017, pukul 08.30 WIB



http://kementeriankoperasi.com/pengertian-koperasi-syariah/
http://kementeriankoperasi.com/pengertian-koperasi-syariah/
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koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan,

pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syari’ah, termasuk

mengelola zakat, infaq atau sedekah, dan wakaf.’

Salah satu KSPPS yang terbesar di Pati adalah KSPPS

Fastabiq Khoiro Ummah. KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah

memiliki 24 cabang yang berdiri di daerah Pati dan

sekitarnya, salah satunya di Kecamatan Cepu Kabupaten

Blora yang bernama KSPPS Fastabiqg Khoiro Ummah Cabang

Cepu.

KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu dalam

operasionalnya telah memiliki dua kegiatan yaitu :

1.

Tamwil yaitu melakukan pengembangan
usaha-usaha produktif dan investasi dalam
meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha
mikro dan kecil antara lain dengan
mendorong  kegiatan  menabung  dan

menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

® PERMEN No. 16/PER./M.KUKM/IX/2015 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan
Syari’ah oleh Koperasi.



;
2. Maal yaitu KSPPS menerima titipan dana

zakat, infaq dan sedekah serta
mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan
peraturan dan amanahnya.
Dari kedua kegiatan di atas, KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah
Cabang Cepu lebih memfokuskan diri untuk meningkatkan
kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota
khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui pemberian
pembiayaan.

Pembiayaan merupakan salah satu faktor terpenting
bagi suatu lembaga keuangan, karena melalui pembiayaan
dapat diketahui suatu lembaga keuangan dalam mensirkulasi
dana yang telah dihimpun dari masyarakat. Ada 4 (empat)
produk pembiayaan di KSPPS Fastabigq Khoiro Ummah yaitu
murabahah, mudharabah, musyarakah dan ijarah. Hal ini

diperbolehkan berdasarkan Q.S. An-Nisa’ [4]: 29 :

£ 888 of V) el s 20 Bl Vi sl e
© G ey OF a1 3] 2l LSS Y 22 2058 2
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka
sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh
dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.”(Q.S. An-Nisa’: 29)°

Salah satu produk pembiayaan yang diterapkan di
KSPPS Fastabig Khoiro Ummah Cabang Cepu sekaligus yang
akan penulis teliti adalah ijarah.

ljarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang
atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya
sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.’

Secara teoritis berdasarkan Fatwa Dewan Syari’ah
Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan
ljarah di dalam ketentuan objek ijarah disebutkan bahwa
“manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk

menghilangkan  jahalah  (ketidaktahuan) yang akan

mengakibatkan sengketa dan spesifikasi manfaat harus

6 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya

(Ayat Pojok Bergaris), Semarang: CV. Asy-Syifa’, h. 65.
7 Muhammad Ridwan, Konstruksi Bank Syari’ah
Indonesia, Yogyakarta: Pustaka SM, 2007, h. 51.
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dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa
juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik”.?
Sedangkan dalam pelaksanaannya ketika penulis ikut
berpartisipasi (pra riset) di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah
Cabang Cepu ada sesuatu hal yang aneh atau berbeda yaitu
saat berlangsungnya ijab dan qabul pihak KSPPS
menjelaskan seberapa besar tarif sewa manfaat atas barang
setiap bulannya dan biaya administrasi yang harus dibayarkan
kepada pihak penyewa namun di dalam akad ijarah yang
tertulis mengenai hal spesifikasi manfaat atas suatu barang
yang disewakan maupun jangka waktunya, karena hal itulah
yang mendorong penulis ingin mengetahui lebih dalam lagi.
Pada saat ini anggota perlu untuk mengetahui
bagaimana realisasi atau proses implementasi pembiayaan
ijarah secara tepat dan benar, apakah sudah sesuai dengan

ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam ajaran Islam

8 Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syari’ah, Jakarta: Sinar
Grafika, 2008, h. 255.
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dan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama
Indonesia.

Berdasarkan keterangan itulah yang melatarbelakangi
penulis memilih tema ini dengan judul: “ANALISIS
TERHADAP IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN |JARAH
BERDASARKAN FATWA DSN-MUI NO. 09/1v/2000
TENTANG PEMBIAYAAN IJARAH (Studi Kasus di KSPPS

Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu)”

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan
di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya
yaitu:
1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan ijarah
di KSPPS Fastabig Khoiro Ummah Cabang Cepu?
2. Bagaimana mekanisme implementasi pembiayaan
ijarah berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-

MUI/1V/2000 tentang pembiayaan ijarah?



11

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Akademis

Untuk memenuhi kewajiban dan persyaratan guna

memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum

ekonomi syari’ah di Universitas Islam Negeri (UIN)

Walisongo Semarang.

2. Tujuan Fungsional

a.

Untuk mengetahui dan memahami secara
jelas  bagaimana prosedur pelaksanaan
pembiayaan ijarah di KSPPS Fastabig Khoiro
Ummah Cabang Cepu.

Untuk mengetahui, memahami dan meneliti
bagaimana mekanisme implementasi
pembiayaan ijarah di KSPPS Fastabig Khoiro
Ummah Cabang Cepu, apakah sudah sesuai
dengan konsep Fatwa Dewan Syari’ah
Nasional No. 09/DSN-MUI/IVV/2000 Majelis

Ulama Indonesia tentang pembiayaan ijarah.
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Sedangkan manfaat penelitian ini adalah :

1. Dijadikan bahan kajian serta sumbangan pemikiran
ilmiah untuk menambah ilmu pengetahuan yang
berkaitan dengan akad pembiayaan ijarah.

2. Memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan
sekaligus kontribusi untuk para peneliti Muslim yang
akan datang untuk diteliti lebih dalam lagi mengenai
konsep dan praktik pembiayaan ijarah.

3. Sebagai kajian pengetahuan bagi pengamat lembaga
keuangan syari’ah serta menambah pemikiran bagi
pengelola-pengelola lembaga keuangan syari’ah.

D. Telaah Pustaka
Menurut penulusuran penulis, terdapat beberapa
pustaka berupa buku-buku terbitan hasil penelitian, skripsi,
tesis dan lain-lain yang sejenis dengan skripsi ini.

Dari beberapa tulisan tersebut diantaranya adalah :
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Jurnal llmiah yang ditulis oleh Mila Sartika dan
Hendri Hermawan Adinugraha Dosen Universitas Dian
Nuswantoro Semarang, yang berjudul Implementasi ljarah
dan IMBT pada Bank BRI Syari’ah Cabang Yogyakarta.
Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa bank syari’ah membeli
apa yang diinginkan oleh nasabah yang berupa alat-alat
perlengkapan, dan terkadang juga barang yang tidak bergerak
(seperti rumah), dan bank syari’ah menyewakannya kepada
mereka, dengan harga yang telah disepakati. Biasanya,
pengembaliannya dengan cara angsuran tiap bulan atau
dengan cara berkala sesuai dengan kesepakatan pada akad.
Lalu bank syari’ah memberikan mereka pilihan di saat
berakhirnya kontrak, untuk memiliki barang yang disewa
dengan cara membelinya dari bank (ijarah muntahiyah bi al-
tamlik), atau dengan menyerahkannya kembali kepada bank

(ijarah).

° Mila Sartika dan Hendri Hermawan, Implementasi ljarah
dan IMBT pada Bank BRI Syari’ah Cabang Yogyakarta, Economica
(Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam), 8:1, Semarang:
Mei 2016, h. 114.
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Skripsi  yang ditulis oleh Indah  Deliyani

(204046102926) Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2008, yang berjudul Analisa
Terhadap Aplikasi Pembiayaan ljarah Multijasa Pada BMT
Al-Munawwarah. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa
produk pembayaran ijarah multijasa menggunakan 2 (dua)
akad yaitu akad ijarah dan wakalah, artinya BMT Al-
Munawwarah memberikan jasa dalam memenuhi kebutuhan
para mitra dan memberikan kuasa kepada mitra (nasabah)
untuk membayar kepada pihak ketiga. Sehingga antara BMT
dan pihak ketiga tidak terjadi transaksi apapun. Dalam proses
membayar, mitra dapat mencicil dengan cara harian,
mingguan atau bulanan yang sesuai dengan kemampuan
mitra. Dari produk ini BMT Al-Munawwarah berhak
mendapatkan imbalan dari mitra (nasabah) atas jasa yang
diberikan dengan kesepakatan di awal dan dinyatakan dalam
bentuk nominal bukan prosentase karena pembiayaan ini
bukan ditujukan untuk pembiayaan produktif, melainkan

pembiayaan konsumsi. Ujrah yang dikenakan pada BMT
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lebih besar dibandingkan pada bank syariah karena BMT

memerlukan lebih banyak dana untuk menutupi biaya
operasionalnya. Akad ijarah yang diikuti dengan akad
wakalah tidak tepat karena objek pada akad ijarah di sini
adalah sewa jasa namun pada aplikasinya di BMT Al-
Munawwarah yang dipakai adalah uang seperti yang sudah
dijelaskan di atas. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan fikih
muamalah dan juga fatwa DSN tentang pembiayaan ijarah.
Dalam hal ini akad yang digunakan hanya untuk
menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal
dengan menggunakan akad Islami sedangkan hal ini tidak ada
bedanya dengan konvensional dimana uang
dikembangbiakkan yang mengandung unsur riba. Penggunaan
akad ijarah seperti direkayasa untuk lembaga keuangan
memperoleh keuntungan dari nasabahnya mengingat banyak
masyarakat yang membutuhkan pembiayaan ini unuk
memenuhi kebutuhan mereka atas jasa seperti halnya untuk

pendidikan.™

‘% Indah Deliyani, Analisa Terhadap Aplikasi Pembiayaan
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Skripsi  yang ditulis oleh Ahmad Pahrudin

(208046100017) Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2014, yang berjudul Analisis
Penerapan Akad ljarah pada Pembiayaan ljarah di Koperasi
Jasa  Keuangan Syari’ah Pekerja Pos Indonesia. Dalam
penelitian ini dijelaskan bahwa pembiayaan ijarah Koperasi
Jasa Keuangan Syari’ah Pekerja Pos Indonesia menggunakan
metode margin flat yang dikelola dengan sistem komputer.
Pada pembiayaan ijarah ini, pihak Koperasi Jasa Keuangan
Syari’ah Pekerja Pos Indonesia menyerahkan keputusan
pencairan pembiayaan sesuai dengan Kkesepakatan antar
penyewa dan pembeli. Bank mendapatkan keuntungan dari
ujrah yang disepakati antara bank dengan nasabah. Sedangkan
nasabah mendapatkan dana untuk membayar kebutuhannya.*

Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan

penelitian tersebut di atas adalah pada penelitian pertama,

ljarah Multijasa Pada BMT Al-Munawwarah, Skripsi UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta, 2008.
" Ahmad Pahrudin, Analisis Penerapan Akad ljarah Pada

Pembiayaan ljarah di Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Pekerja
Pos Indonesia, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
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meneliti mengenai implementasi ijarah dan IMBT pada Bank
BRI Syari’ah Cabang Yogyakarta. Pada penelitian kedua,
meneliti mengenai pembiayaan ijarah multijasa yang ada di
BMT Al-Munawwarah dan mencari apakah aplikasi yang
dilakukan BMT tersebut sudah sesuai dengan fatwa yang
disusun oleh DSN dan juga untuk melihat apakah pembiayaan
multi  jasa memberikan keuntungan pada BMT Al-
Munawwarah. Sedangkan pada penelitian ketiga meneliti
mengenai analisis akad pembiayaan ijarah pada tahun 2012-
2013 di Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Pekerja Pos
Indonesia.

Sedangkan dalam skripsi yang akan penulis teliti
membahas tentang pembiayaan dengan akad ijarah
berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/1V/2000
tentang Pembiayaan ljarah dan menitik beratkan pada
spesifikasi manfaat dan jangka waktunya yang janggal dalam
surat perjanjian yang dibuat oleh KSPPS Fastabiq Khoiro
Ummah Cabang Cepu, dengan judul ANALISIS TERHADAP

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN 1JARAH
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BERDASARKAN FATWA DSN-MUI NO. 09/DSN-

MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN [JARAH (Studi
Kasus di KSPPS Fastabig Khoiro Ummah Cabang Cepu).
. Metodologi Penelitian
Metodologi Penelitian adalah sekumpulan teknik atau
cara yang digunakan dalam penelitian yang meliputi proses
perencanaan sampai pelaporan hasil penelitian. Metode yang
digunakan dalam penulisan skripsi ini dapat dijelaskan
sebagai berikut :
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan
(field research), yaitu penelitian yang meneliti objek di
lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang
jelas dan konkret tentang hal-hal yang berhubungan
dengan permasalahan yang diteliti.** Dalam hal ini
peneliti akan meneliti di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah

Cabang Cepu.

2 Sumardi Suryabrata, Metode Penelitian, Jakarta:

Rajawali Press, 1992, h. 18
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Adapun dalam kajian penelitian hukum, penelitian ini
termasuk jenis penelitian normatif empiris. Penelitian
normatif empiris atau non doktrinal adalah penelitian
berdasarkan tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi
manusia yang secara aktual sedangkan penelitian normatif
atau doktrinal adalah penelitian berdasarkan norma baik
yang diidentikkan dengan keadilan yang harus
diwujudkan (ius constituendum) ataupun norma yang
telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang
secara positif terumus jelas (ius constitutum). Untuk
menjamin kapasitasnya, dan juga yang berupa norma-
norma yang merupakan produk dari seorang hakim
(judgments) pada waktu hakim itu memutuskan suatu
perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan
dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara. Jadi
penelitian normatif empiris pada dasarnya merupakan
penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan
unsur empiris. Upaya tersebut dimaksudkan untuk

memahami hubungan dan keterkaitan antara aspek-aspek
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hukum dengan realita pelaksanaan pembiayaan ijarah di
KSPPS Fastabig Khoiro Ummah Cabang Cepu.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Deskriptif
adalah metode yang menggunakan data. Data yang
dihimpun berupa fakta atau gambar, yang kemudian
digambarkan apa, mengapa, dan bagaimana suatu
kejadian terjadi. Sedangkan analisis adalah menguraikan
sesuatu dengan cermat dan jelas.”* Dalam penelitian ini
akan dideskripsikan secara rinci dan sistematis mengenai
permasalahan yang ada dalam praktik pembiayaan ijarah
di KSPPS Fastabig Khoiro Ummah Cabang Cepu.
3. Sumber Data dan Bahan Hukum
a. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari
mana penelitian diperoleh. Penelitian yang dilakukan

adalah penelitian kasus yaitu suatu penelitian yang

B Djam’an Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif,
Bandung: Alfabeta, 2013, h. 28.
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dilakukan secara intensif dan mendalam terhadap
suatu transaksi. Adapun sumber data yaitu terdiri dari:
1) Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh
langsung dari sumbernya, baik melalui
wawancara, observasi maupun laporan dalam
bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian
diolah oleh peneliti.** Sumber data primer ini
berbentuk wawancara dengan pihak KSPPS
Fastabig Khoiro Ummah Cabang Cepu mengenai
akad pembiayaan ijarah.
2) Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh
dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang
berhubungan dengan objek penelitian, hasil

penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis,

4 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar
Grafika, 2014, h. 106.
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disertasi, dan peraturan perundang-undangan *°

yang berkaitan dengan permasalahan yang

dihadapi.

b. Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

2)

Bahan hukum primer adalah bahan hukum
yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas
seperti undang-undang, catatan-catatan resmi
atau risalah dalam pembuatan perundang-
undangan. Dalam hal ini peneliti menggunakan
bahan hukum primer yang berupa fatwa DSN-
MUI  No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang
pembiayaan ijarah.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah
buku teks karena berisi mengenai prinsip-prinsip
dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan

Klasik para sarjana yang memiliki kualifikasi

15 |bid.
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tinggi. Disamping buku teks, bahan hukum

sekunder diperoleh berupa tulisan-tulisan tentang
hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-
jurnal. Dengan terlebih dahulu merujuk kepada
bahan-bahan tersebut, peneliti dapat mengetahui
perkembangan terbaru dari sasaran yang akan
diteliti.*®
Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum
penunjang yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder, seperti kamus dan data-
data lain diluar bidang hukum yang dipergunakan
untuk melengkapi atapun menunjang data

penelitian.*’

16 peter Mahmud M., Penelitian Hukum, Jakarta; Kencana,

2007, h. 143.

" Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2003, h. 185.
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4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik  Pengumpulan Data merupakan cara
mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab
rumusan masalah penelitian."® Riset lapangan ini penulis
lakukan di KSPPS Fastabig Khoiro Ummah Cabang Cepu
dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Observasi
Observasi didefinisikan sebagai suatu proses
melihat, mengamati, dan  mencermati  serta

“merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu

tujuan tertentu.® Ada dua jenis observasi yaitu

partisipan dan non-partisipan.
Observasi partisipan adalah observasi yang
dilakukan oleh peneliti yang berperan sebagai anggota

yang berperan serta dalam kehidupan masyarakat

8 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, Jakarta:

Prenadamedia Group, 2011, h. 138.

¥ Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, dan Focus
Groups Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif, Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 2013, h. 131.
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topik penelitian.® Sedangkan observasi nonpartisipan
adalah observasi yang menjadikan peneliti sebagai
penonton atau penyaksi terhadap gejala atau kejadian
yang menjadi topik penelitian.”® Metode observasi
yang digunakan adalah observasi nonpartisipan
karena peneliti bertindak sebagai observator untuk
mengamati praktik pembiayaan ijarah di KSPPS
Fastabig Khoiro Ummah Cabang Cepu.
b. Metode Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses interaksi
komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua
orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting
alamiah, dimanaarah pembicaraan mengacu kepada
tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan
trust sebagai landasan utama dalam proses

memahami.?

? Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data,
Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012, h. 39.

*! Ibid, h. 40.

%2 Haris Herdiansyah, Wawancara..., h. 31.
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Dalam hal ini yang diwawancarai adalah
manajer cabang serta staff (Customer Service and
Back Officer/CSBO, Teller dan Relationship
Officer/RO) KSPPS Fastabig Khoiro Ummah Cabang
Cepu dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang
sudah terstruktur tentang produk-produk yang ada di
KSPPS Fastabig Khoiro Ummah Cabang Cepu,
kemudian satu per satu diperdalam dalam
memperoleh keterangan lebih lanjut mengenai hal-hal
yang diteliti.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan
data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai
data pribadi responden, buku-buku, atau surat kabar
dan lain sebagainya.”®

Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data-

data dengan arsip, buku, dan lain sebagainya yang ada

2 Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik
Penyusunan Skripsi, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, h. 112.
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dan terdapat di KSPPS Fastabig Khoiro Ummah

Cabang Cepu yang berhubungan dengan penelitian
ini.
5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif
atau penelitian lapangan. Setelah data terkumpul
untuk menyusun data penulis menggunakan metode
deskriptif analisis yaitu suatu metode dimana
prosedur pemecahan penelitian dengan
menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau
objek pada seseorang atau lembaga pada saat
sekarang dengan berdasarkan fakta yang tampak
sebagaimana adanya.”

Analisis ini yang sifatnya kualitatif tidak
hanya mampu mengidentifikasi pesan-pesan manifest,
melainkan juga latent messages dari sebuah dokumen

yang diteliti. Peneliti akan mampu melihat

% Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial,
Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995, h. 63.
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kecenderungan media berdasarkan content, process,
dan emergence dari dokumen-dokumen yang diteliti.”®

Kemudian dalam metode ini, penulis
berusaha menjelaskan suatu subjek permasalahan
secara sistematis serta memberikan analisa secara
cermat dan tepat terhadap objek kajian pada praktik
pembiayaan ijarah di KSPPS Fastabig Khoiro

Ummah Cabang Cepu.

Adapun langkah-langkah dalam analisis data
kualitatif meliputi:

1. Reduksi data yaitu memilah-milah data,
kemudian disesuaikan dengan tujuan, reduksi
data di sini maksudnya peneliti menggunakan
bahan hukum berupa fatwa DSN-MUI No.
09/DSN-MUI/IV/2000 tentang  pembiayaan

ijarah.

» Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif:

Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer,
Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h. 199.
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2. Display data yaitu digunakan untuk dapat melihat

gambaran  keseluruhan atau bagian-bagian
tertentu dari gambaran keseluruhan. Dalam
display data, penyajian data dapat dilakukan
dalam bentuk metrik, bagan maupun narasi.

3. Kesimpulan data verifikasi yaitu menyimpulkan
hasil penelitian yang telah dilakukan® mengenai
analisis terhadap implementasi pembiayaan
ijjarah  berdasarkan fatwa DSN-MUI No.
09/DSN-MUI/IV/2000 tentang  pembiayaan
ijjarah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah
Cabang Cepu.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini

dibagi menjadi lima bab, yaitu :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi

pokok-pokok permasalahan yang mencakup latar belakang

% Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial,
Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2009, h. 150-151.
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masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,
telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika
penulisan.

Bab kedua penulis menggambarkan tentang
pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, rukun dan syarat
ijarah, jenis ijarah dan ketentuan ijarah dalam Fatwa DSN-
MUI No. 09/DSN-MUI/1V/2000 tentang pembiayaan ijarah.

Bab ketiga meliputi profil KSPPS Fastabigq Khoiro
Ummah Cabang Cepu, produk pada KSPPS Fastabig Khoiro
Ummah Cabang Cepu dan pelaksanaan pembiayaan ijarah di
KSPPS Fastabig Khoiro Ummah Cabang Cepu.

Bab keempat merupakan inti dari penulisan skripsi
yang di dalamnya mencakup analisis prosedur pelaksanaan
pembiayaan ijarah di KSPPS Fastabig Khoiro Ummah
Cabang Cepu dan analisis mekanisme implementasi Fatwa
Dewan Syari’ah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang
pembiayaan ijarah.

Bab kelima merupakan bab terakhir dari keseluruhan

rangkaian pembahasan penelitian ini, maka penulis
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mengemukakan beberapa kesimpulan, dimana kesimpulan
merupakan jawaban dari pokok permasalahan kemudian

diikuti dengan saran-saran dan diakhiri dengan kata penutup.



BAB Il

KONSEP DASAR 1JARAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsep ljarah
1. Pengertian ljarah

Dalam transaksi pembiayaan yang terdapat pada
KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu, salah satu
akad yang digunakan adalah akad pembiayaan ijarah.
Kata ijarah diderivasi dari bentuk fi’il “ajara-ya juru-
ajran.” Ajran semakna dengan kata al-‘iwadh yang
mempunyai arti ganti dan upah, dan juga dapat berarti
sewa atau upah.' Dari sini dapat disimpulkan bahwa
ijarah menurut bahasa adalah ganti dan upah.

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda

mendefinisikan ijarah, antara lain adalah sebagai berikut:

' Qamarul Huda, Figh Muamalah, Yogyakarta: Teras,
2011, h. 77.
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Menurut Sayyid Sabig yang dikutip oleh Ascarya,

ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat
dengan jalan penggantian.?

Menurut Hanafiyah ijarah adalah:
Vs Gl sl assyads 2 San GaE GIglS S A3k
Artinya: “Akad untuk membolehkan pemilikan
manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu
zat yang disewa dengan imbalan.”
Menurut Hasbi Ash-Shiddigie dalam bukunya
Hendi Suhendi, ijarah ialah:

g & o
Artinya: “Akad yang objeknya ialah penukaran
manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan

manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual
manfaat.”

Menurut Zainuddin Ali di dalam bukunya “Hukum
Perdata Islam di Indonesia” menerangkan bahwa yang

dimaksud dengan ijarah adalah suatu transaksi sewa-

2 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syari’ah, Jakarta:
Rajawali Pers, 2015, h. 99.

*Qamarul Huda, Ibid.

* Hendi Suhendi, Figh Muamalah, Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2011, h. 114-115.
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menyewa antara pihak penyewa dengan yang
mempersewakan sesuatu harta atau barang untuk
mengambil manfaat dengan harga tertentu dan dalam
waktu tertentu.’

Menurut Syech al-Imam Abi Yahya Zakaria al-
Anshori di dalam kitabnya “Fath Al-Wahab”
menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ijarah adalah
memiliki atau mengambil manfaat suatu barang dengan
pengambil atau imbalan dengan syarat-syarat yang sudah
ditentukan.®

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik
kesimpulan bahwa pengertian ijarah adalah suatu akad
yang bertujuan untuk mengambil hak guna (manfaat) atas
suatu barang maupun jasa yang diterima dari orang lain

dalam waktu tertentu dengan jalan membayar sewa

*> Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia,

Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 150.
® Abi Yahya Zakaria, Fath al-Wahab, Juz |, Semarang:
Maktabah, Toha Putra, h. 246.
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(ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan

barang dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.

Dasar Hukum ljarah

Para ulama dari berbagai madzhab telah sepakat,

bahwa ijarah diperbolehkan menurut hukum. Adapun

dasar hukum yang digunakan sebagai landasan adalah Al-

Qur’an, Hadits, [jma’ dan Kaidah Figh.

1) Dasar hukum ijarah dalam Al-Qur’an adalah:

a. Q.S. Al-Bagarah [2] ayat 233

ol 0l 53 LK Gl G Gt Sl

¥ Sl 555255 G, A 3T s e

A3 N5 w05 5l ¥ ez ) i e

45 15 o M 95T 36 005 i T 65 05

2o i of 2o ol Lgtle £ 36 35

AT 18805 Oopaddly e TG 2l ) el F1 36
B ot G518 1 01 3152125

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan
anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu
bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.
Dan kewajiban ayah memberi makan dan
pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf.
Seseorang tidak dibebani melainkan menurut
kadar kesanggupannya. Janganlah seorang
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ibu menderita kesengsaraan karena anaknya
dan seorang ayah karena anaknya, dan
warispun berkewajiban demikian. Apabila
keduanya ingin menyapih (sebelum dua
tahun) dengan kerelaan keduanya dan
permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas
keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu
disusukan oleh orang lain, maka tidak ada
dosa bagimu apabila kamu memberikan
pembayaran menurut yang patut.
Bertakwalah kamu kepada Allah dan
ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa
yang kamu kerjakan.””

Ayat tersebut menerangkan bahwa
setelah seseorang mempekerjakan orang lain
hendaknya memberikan upahnya. Dalam hal
ini menyusui adalah pengambilan manfaat
dari orang yang dikerjakan. Jadi, yang dibayar
bukan harga air susunya melainkan orang
yang dipekerjakannya.

b. Q.S. Al-Bagarah [2] ayat 282

’ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya

(Ayat Pojok Bergaris), Semarang: CV. Asy-Syifa’, h. 29.
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@552 222 el ) i s 1y e sl s
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman,
apabila kamu bermu’amalah tidak secara
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah
kamu menuliskannya...”®
Ayat tersebut merupakan nasihat dan
bimbingan dari Allah SWT bagi hamba-
hamba-Nya yang beriman, jika mereka
melakukan muamalah secara tidak tunai,
hendaklah mereka menulisnya supaya lebih
dapat menjaga jumlah dan batas waktu
muamalah serta lebih menguatkan bagi saksi.
c. Q.S. Al-Qashash [28] ayat 26
5§ el eilnupaz s
& Gl Sl Epel
Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu
berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai

orang yang bekerja (pada kita), karena
sesungguhnya orang yang paling baik yang

8 Usman el-Qurtuby, Al-Qur’an Cordoba (Special for
Muslimah), Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2017,
him. 48.
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kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah
orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

Ayat  tersebut  berkisah  tentang
perjalanan Nabi Musa AS bertemu dengan
putri Nabi Ishag, salah seorang putrinya
meminta Nabi Musa AS untuk disewa
tenaganya guna menggembala domba.
Kemudian Nabi Ishag mengatakan bahwa
Nabi Musa AS mampu mengangkat batu yang
hanya diangkat oleh sepuluh orang dan
mengatakan “karena sesungguhnya orang
yang paling baik yang kamu ambil bekerja
(pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat
dipercaya”. Cara ini menggambarkan proses
penyewaan jasa seseorang dan bagaimana
pembiayaan upah itu dilakukan.'

d. Q.S. Az-Zukhruf [43] ayat 32

? Ibid, h. 310.
" Diyamuddin Djuwaini, Pengantar Figih Muamalah,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 154.
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B 3 it i 23 52 35 65 s 28]

B O s G CE G AL
Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi
rahmat Tuhanmu?. Kami telah menentukan
antara mereka penghidupan mereka dalam
kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan
sebahagian mereka atas sebagian yang lain
beberapa derajat, agar sebagian mereka
dapat mempergunakan sebagian yang lain.
Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa
yang mereka kumpulkan.”™

Lafadz “sukhriyyan” yang tepat dalam
ayat di atas bermakna saling menggunakan.
Namun pendapat Ibnu Katsir dalam buku
Pengantar  Figih  Muamalah  karangan
Diyamuddin Djuwaini, lafadz ini diartikan
dengan supaya kalian saling mempergunakan
satu sama lain. Terkadang manusia
membutuhkan sesuatu yang berada dalam
kepemilikan orang lain, dengan demikian

orang tersebut bisa mempergunakan sesuatu

" Ibid, h. 392.
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itu dengan cara melakukan transaksi, salah
satunya adalah dengan ijarah atau upah-
mengupah.*?

Dari ayat-ayat tersebut ditegaskan
tentang dibolehkannya akad ijarah atau sewa
menyewa dikarenakan adanya manfaat yang
dapat dicapai. Berlakulah jujur pada akad
yang telah disepakati karena sesungguhnya
Allah  SWT Maha Melihat dan Maha
Mengetahui semua yang dilakukan hamba-
Nya.

2) Dasar hukum ijarah dalam hadits adalah:

Hadits riwayat lbnu Majah:

e o Lo w0325 J6 Jrie 5 4l 2 52

e g 8 I8 salie kel g
Artinya: Dari Abdullah bin Umar, ia
berkata bahwa Rasulullah shallallahu
‘alaihi  wasallam pernah  bersabda,
“Berikanlah upah kepada para pekerja
sebelum keringatnya mengering.” (HR.

*? Diyamuddin Djuwaini, Ibid.
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lonu Majah)®3

Dari hadits tersebut dapat ditarik
kesimpulan bahwa akad ijarah dibolehkan
atas dasar kebutuhan masyarakat terhadap
manfaat ijarah sebagaimana kebutuhan
mereka terhadap barang atau jasa yang nyata.
Dasar hukum ijarah dalam Ijma’ adalah:

Semua ulama bersepakat, tidak ada
seorang ulama pun yang membantah
kesepakatan (ijma’) ini, sekalipun ada
beberapa orang diantara mereka yang berbeda
pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.”**

Pakar-pakar keilmuan dan
kecendikiawan sepanjang sejarah di seluruh
negeri telah sepakat akan legitimasi ijarah.

Dari beberapa nash yang ada dapat

dipahami bahwa ijarah itu disyari’atkan

2473.

B lbnu Majah, Shahih Sunan Ibnu Majah, e _book, no.

“ Hendi Suhendi, Figh..., h. 116.
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dalam Islam, hal itu didasarkan pada manusia
keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena
itu, manusia antara yang satu dengan yang
lain

selalu terikat dan saling membutuhkan. ljarah
(sewa menyewa) merupakan salah satu
aplikasi keterbatasan yang

dibutuhkan manusia dalam kehidupan
bermasyarakat. Bila

dilihat uraian diatas, rasanya mustahil
manusia

berkecukupan hidup tanpa berijarah dengan
manusia. Oleh

karena itu boleh dikatakan bahwa pada
dasarnya ijarah itu

adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua
pihak atau

saling meringankan, serta termasuk salah satu

bentuk
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tolong menolong yang diajarkan agama.
ljarah merupakan
salah satu jalan untuk memenuhi hajat
manusia, oleh sebab
itu para ulama menilai bahwa ijarah itu
merupakan suatu
hal yang diperbolehkan.™

4) Dasar hukum ijarah dalam Kaidah Figh
adalah:

Menurut lbnu Taimiyah yang dikutip
oleh A. Djazuli, dasar hukum ijarah dalam
kaidah figh adalah:

Gt 2 8 Jus 31 S &gyl 3G i g Jei
Artinya: Pada dasarnya semua bentuk
muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil
yang mengharamkannya.

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam

setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya

> Rachmat Syafei, Figih Muamalah, Bandung: CV Pustaka
Setia, 2011, h. 121-124.
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boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai,
kerja sama (mudharabah atau musyarakah),
perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-
tegas diharamkan seperti mengakibatkan
kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.t®
Berdasarkan dasar hukum di atas dapat dipahami
bahwa ijarah disyari’atkan oleh firman Allah, hadits,
ijjma’ dan kaidah figh dan diberlakukan pada masa
Rasulullah SAW dan beliau tidak melarangnya, karena
manusia dapat saling bermanfaat untuk orang lain.
3. Rukun dan Syarat ljarah
ljarah atau sewa menyewa dianggap sah apabila
telah memenuhi rukun dan syaratnya.
1. Rukun ljarah
Menurut jumhur ulama rukun ijarah terdiri

dari mu jir, musta jir, ajr, manfaat dan shighah (ijab-

'® A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum
Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis,
Jakarta: Kencana, 2006, h. 130.
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gabul).'” Mujir ialah pemilik benda yang menerima

uang (sewa) atas suatu manfaat. Musta jir ialah orang

yang memberikan uang atau pihak yang menyewa. Ajr
atau ujrah ialah uang (sewa) yang diterima sebagai
imbalan atas manfaat yang diberikan.'® manfaat dan
shighah (ijab-gabul)

Rukun dari akad ijarah yang harus dipenuhi
dalam transaksi ada beberapa yaitu:

a) Pihak yang melakukan akad terdiri dari ajir dan
musta "jir yaitu orang yang akan melakukan akad
sewa menyewa atau upah mengupah. Ajir adalah
orang yang menerima upah atas pekerjaan yang
dilakukan, sedangkan musta'jir adalah orang
yang memberi upah atau penyewa jasa.™

b) Objek akad, yaitu ma jur (aset yang disewakan),

dan ujrah (harga sewa), dan

' Qamarul Huda, Figh..., h. 80.

'® Qamarul Huda, Figh..., h. 79.

¥ Rahmad Syafe’i, Figh Mumalah, Bandung : CV. Pustaka
Setia, 2001, h. 125.
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Sighat, yaitu ljab dan Qabul

Sighat yaitu suatu ungkapan para pihak yang
melakukan akad berupa ijab dan gabul. ljab
adalah permulaan penjelasan yang keluar dari
salah seorang yang berakad sebagai gambaran
kehendaknya dalam mengadakan akad al-ijarah.
Sedangkan gabul adalah suatu pernyataan yang
diucapkan dari pihak yang berakad pula
(musta'jir) untuk penerimaan kehendak dari
pihak pertama, yaitu setelah adanya ijab.”

Ujrah (uang sewa atau upah)

Upah atau imbalan dalam al-ijarah harus berupa
sesuatu yang bernilai, baik berupa uang maupun
jasa yang tidak bertentangan dengan kebiasaan
yang berlaku. Dalam bentuk imbalan al-ijarah
bisa berupa benda material untuk sewa rumah,

gaji seseorang ataupun jasa pemeliharaan dan

% Hendi Suhendi, op.cit, h. 116-117.
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perawatan sesuatu sebagai ganti sewa atau upah,
asalkan dilakukan atas kerelaan dan kejujuran.?
e) Manfaat vyaitu sesuatu dari barang yang
disewakan atau pekerjaan yang akan dikerjakan.
Manfaat yang menjadi obyek al-ijarah harus
diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi
perselisihan dibelakang hari. Jika manfaatnya
tidak jelas, maka akad itu tidak sah.”®
2. Syarat ljarah
Syarat berlaku akad al-ijarah adalah adanya
hak kepemilikan atau kekuasaan (al-wilaayah). Akad
al-ijarah yang dilakukan oleh seorang fudhuli (orang
yang membelanjakan harta orang lain tanpa izin)
adalah tidak sah karena tidak adanya kepemilikan atau

hak kuasa. Menurut Malikiyah dan Hanafiyah, akad

L Helmi Karim, Figh Muamalah, Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2003, h. 36.

2 Sohari Sahrani, Ruf’ah Abdullah, Figh Muamalah,
Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, h. 170.

2 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam,
Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003, h. 232.
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ini digantungkan pada persetujuan dari pemilik
sebagaimana berlaku dalam jual beli.?*

Syarat sahnya akad al-ijarah harus dipenuhi
beberapa syarat yang berkaitan dengan akad, objek
akad, tempat, upah dan akad itu sendiri. Di antara
syarat sah akad al-ijarah adalah sebagai berikut:*®

Pertama, kedua belah pihak yang berakad
menyatakan kerelaannya melakukan akad al-ijarah.
Apabila salah seorang diantaranya terpaksa
melakukan hal ini, maka akad al-ijarah tidak sah.
Akad ini diterapkan sebagaimana akad jual beli. Allah
SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa’ ayat 29:

Koo odmy OF AT &) il B V5 28z 5 o2 B39
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah

kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan
yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

24 Wahbah al Zuhaili, Figh al Islami wa Adillatuhu, Jilid 5,
Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani, h. 389.
% Ibid, h. 390.
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berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan
janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya
Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S.An-
Nisa’: 29)%

Kedua, manfaat dari obyek akad harus
diketahui sifatnya, jika manfaat itu tidak jelas dan
menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah
karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan
penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad
tersebut.?’ Syarat tersebut dimaksudkan agar menolak
terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Seperti
halnya tidak boleh menyewa barang dengan manfaat
yang tidak jelas dengan penilaian secara Kira-kira,
sebab dikhawatirkan barang tersebut tidak mempunyai
faedah.”®

Sebaiknya barang yang menjadi objek

transaksi dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut

% Departemen Agama RI, Al-Qur’an..., h. 65.

2" Wahbah al Zuhaili, Figh al Islami wa Adillatuhu, Jilid 5,
Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani, h. 391.

*® Syeikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, Tarjamah Falsafah dan
Hikmah Hukum Islam, Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1992, h. 397.
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kriteria, realita dan syara’. Maksudnya adalah
kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas dan
dapat dimanfaatkan oleh pihak penyewa sesuai
dengan kegunaannya menurut Kkriteria, realita dan
syara’. Apabila barang itu tidak dapat dipergunakan
sebagaimana yang diperjanjikan maka sewa menyewa
itu dapat dibatalkan.?

Jumhur ulama figh berpendapat bahwa ijarah
adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan
adalah manfaatnya bukan bendanya. Melarang
menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba
untuk diperah susunya, sumur untuk diambil airnya,
dan lain-lain, karena semua itu bukan manfaatnya
melainkan barangnya.®

Dapat diserahkannya sesuatu yang disewakan

berikut kegunaannya (manfaatnya). Maksudnya

% Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta:
Sinar Grafika, 2004, h. 146.

® Rahman Syafei, Figh Muamalah, Bandung: Pustaka
Setia, 2000, h. 122,
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adalah tidak sah menyewakan kendaraan yang masih
belum dibeli atau menyewakan hewan yang terlepas
dari pemiliknya, lahan tandus untuk pertanian dan lain
sebagainya yang tak sesuai dengan persetujuan (akad)
antara kedua belah pihak. Barang yang akan
disewakan harus jelas dan dapat langsung diserahkan
kepada pihak  penyewa  sekaligus  diambil
kegunaannya bahwa manfaat adalah hal yang mubah,
bukan yang diharamkan.**

Kemanfaatan yang di maksud mubah dan
tidak diharamkan adalah kemanfaatan yang tidak ada
larangan dalam syara’, kemanfaatan itu tidak sah
apabila menyewakan tenaga (orang) dalam hal
kemaksiatan, karena maksiat wajib ditinggalkan.

Dua hal harus diperhatikan dalam penggunaan

ijarah sebagai bentuk pembiayaan. Pertama, beberapa

3! Sayyid Sabiq, Fikih Sunah 3, Bandung: PT. Al-Ma’arif,
1987, h. 7.
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syarat harus dipenuhi agar hukum-hukum syari’ah

terpenuhi, dan yang pokok adalah:

a)

b)

d)

Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset
yang disewakan tersebut harus tertentu dan
diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak;
Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan
yang bertanggung jawab atas pemeliharaannya
sehingga aset tersebut terus dapat memberi
manfaat kepada penyewa;

Akad ijarah dihentikan pada aset yang
bersangkutan  berhenti memberikan  manfaat
kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam
periode kontrak, akad ijarah masih tetap berlaku;
dan

Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan
harga yang diterapkan sebelumnya pada saat
kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual,
harganya akan ditentukan pada saat kontrak

berakhir.
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Syarat-syarat di atas menyiratkan bahwa

pemilik dana atau pemilik aset tidak memperoleh

keuntungan tertentu yang ditetapkan sebelumnya.

Tingkat kuntungan (rate of return) baru dapat

diketahui setelahnya.

Kedua, sewa aset tidak dapat dipakai sebagai

patokan tingkat keuntungan dengan alasan:

a)

b)

Pemilik aset tidak mengetahui dengan pasti umur
aset yang bersangkutan. Aset hanya akan
memberikan pendapatan pada masa produktifnya.
Selain itu, harga aset tidak diketahui apabila akan
dijual pada saat aset tersebut masih produktif.

Pemilik aset tidak tahu pasti sampai kapan aset
tersebut dapat terus disewakan selama masa
produktifnya. Pada saat sewa pertama berakhir,
pemilik belum tentu langsung mendapatkan
penyewa berikutnya. Apabila sewa diperbaharui,
harga sewa mungkin berubah mengingat kondisi

produktivitas aset yang mungkin telah berkurang.
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4. Jenis ljarah

1)

2)

Ada dua jenis ijarah dalam hukum Islam,
yaitu:
ljarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu
mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai
imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan
disebut musta jir, pihak pekerja disebut ajir, upah
yang dibayarkan disebut ujrah.
ljarah yang berhubungan dengan sewa aset atau
properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari
aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan
imbalan biaya sewa. Bentuk ijarah ini mirip dengan
leasing (sewa) di bisnis konvensional. Pihak yang
menyewa (lessee) disebut musta’jir, pihak yang
menyewakan  (lessor)  disebut  mu jir/muajir,

sedangkan biaya sewa disebut ujrah.®

82 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syari’ah, Jakarta:

Rajawali Pers, 2015, h. 99.



55
B. Ketentuan ljarah Dalam Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-

MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan ljarah
1. Sekilas Dewan Syari’ah Nasional
Dewan Syari’ah Nasional atau yang sering
disebut dengan DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh
Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi
melaksanakan tugas-tugas tertentu. MUI dalam menangani
masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas
keuangan lembaga syari’ah. Salah satu pokok tugas Dewan
Syari’ah Nasional adalah mengkaji, menggali dan
merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam
(syari’ah) dalam bentuk Fatwa untuk dijadikan pedoman
dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syari’ah.
a.  Sejarah Berdirinya®
1) Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syari’ah
yang diselenggarakan MUI Pusat pada tanggal

29-30 Juli 1997 di Jakarta merekomendasikan

* https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/, diakses pada tanggal
17 Oktober 2017, pukul 11.30 WIB.



https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/

2)

3)

4)

5)
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perlunya sebuah lembaga yang menangani
masalah-masalah yang berhubungan dengan
aktivitas lembaga keuangan syariah (LKS).
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan
rapat Tim Pembentukan Dewan Syariah Nasional
(DSN) pada tanggal 14 Oktober 1997.

Dewan Pimpinan MUI menerbitkan SK No. Kep-
754/MUI/11/1999 tertanggal 10 Februari 1999
tentang Pembentukan Dewan Syari’ah Nasional
MUI.

Dewan Pimpinan MUI mengadakan acara ta’aruf
dengan Pengurus DSN-MUI tanggal 15 Februari
1999 di Hotel Indonesia, Jakarta.

Pengurus DSN-MUI untuk pertama kalinya
mengadakan Rapat Pleno | DSN-MUI tanggal 1
April 2000 di Jakarta dengan mengesahkan
Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga

DSN-MUIL.
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6) Susunan  Pengurus DSN-MUI  saat ini

berdasarkan Surat Keputusan Majelis Ulama
Indonesia No: Kep-487/MUI/1X/2010 tentang
Susunan Pengurus Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Periode
2010-2015. Adapun pimpinan DSN-MUI
secara ex-officio dijabat oleh Ketua Umum MUI,
Dr. K.H. Mohammad Ahmad Sahal Mahfudz
(semoga Allah mengasihinya) selaku ketua dan
Sekretaris Jenderal MUI, Drs. H. M Ichwan Sam
selaku sekretaris, serta Dr. K.H. Ma’ruf Amin
selaku ketua pelaksana.
b. Latar Belakang®

1) Dewan Syariah  Nasional-Majelis  Ulama
Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka
mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai
masalah  perekonomian  dan  mendorong

penerapan  ajaran  Islam  dalam  bidang

% https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/, Ibid.



https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/

2)

3)
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perekonomian/keuangan  yang  dilaksanakan
sesuai dengan tuntunan syariat Islam
Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah
efisiensi dan koordinasi para ulama dalam
menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan
masalah ekonomi/keuangan. Berbagai
masalah/kasus yang memerlukan fatwa akan
ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh
kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh
masing-masing Dewan Pengawas Syari’ah (DPS)
yang ada di lembaga keuangan syari’ah.

Untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam
kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN-MUI
akan senantiasa dan berperan secara proaktif
dalam menanggapi perkembangan masyarakat
Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi

dan keuangan.
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Visi dan Misi*®

1)

Visi:
Memasyarakatkan ~ ekonomi  syari’ah  dan

mensyari’ahkan ekonomi masyarakat.

2) Misi:
Menumbuhkembangkan ekonomi syari’ah dan
lembaga  keuangan/bisnis  syari’ah  untuk
kesejahteraan umat dan bangsa.

Tugas & Fungsi*®

1) Mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syari’ah
untuk dijadikan pedoman bagi praktisi dan
regulator.

2) Menerbitkan rekomendasi, sertifikasi, dan

syari’ah approval bagi lembaga keuangan dan

bisnis syari’ah.

% https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/, Ibid.
% https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/, Ibid.



https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/
https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/

3)
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Melakukan pengawasan aspek syari’ah atas
produk/jasa di lembaga keuangan/bisnis syari’ah

melalui Dewan Pengawas Syari’ah.

Wewenang®’

1)

2)

3)

4)

Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan
Pengawas Syari’ah di masing-masing lembaga
keuangan syari’ah dan menjadi dasar tindakan
hukum pihak terkait.

Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi
ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh
instansi yang berwenang, seperti Departemen
Keuangan dan Bank Indonesia.

Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut
rekomendasi nama-nama yang akan duduk
sebagai Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) pada
suatu lembaga keuangan dan bisnis syari’ah.
Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu

masalah yang diperlukan dalam pembahasan

37 https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/, Ibid.



https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/
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ekonomi syari’ah, termasuk otoritas
moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar
negeri.

5) Memberikan  peringatan  kepada lembaga
keuangan  syari’ah  untuk  menghentikan
penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan
oleh Dewan Syari’ah Nasional.

6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang
untuk mengambil tindakan apabila peringatan
tidak diindahkan.

2. Fatwa DSN MUI tentang Pembiayaan ljarah
Pembiayaan dalam Lembaga Keuangan Syari’ah
atau istilah teknisnya aktiva produktif menurut ketentuan
Bank Indonsia adalah penanaman dana baik dalam rupiah
maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang,
gardh, surat berharga syari’ah, penempatan, penyertaan
modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan

kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat
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wadi’ah Bank Indonesia.*® Menurut Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1998 dalam pasal 1 ayat 12 dijelaskan
bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah adalah
penyediaan uang atau tagihan, yang dipersamakan dengan
itu berdasarkan persetujuan kesepakatan antara bank
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai
untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah
jangka waktu tertentu dengan imbalan (fee) atau bagi hasil.

Pengertian pembiayaan ijarah seperti yang sudah
dijelaskan di awal bahwa pembiayaan merupakan
fasilitator pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan
syari’ah, dalam hal ini koperasi kepada pihak-pihak yang
memerlukan dana (deficit unit). Dalam hal masyarakat
yang membutuhkan dana diperoleh dari masyarakat pula,
yaitu masyarakat yang menitipkan uangnya atau dana di

lembaga keuangan syari’ah.

% Muhammad, Manajemen Dana Bank Syari’ah,

Yogyakarta: Ekonisia, 2005, h. 196.
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Pembiayaan ljarah adalah pembiayaan yang
diberikan oleh lembaga keuangan syari’ah, baik perbankan
maupun non perbankan kepada anggota dalam memperoleh
manfaat atas suatu jasa. Dalam pembiayaan ijarah juga
memfasilitasi  pembiayaan  konsumtif yang tidak
bertentangan dengan syari’ah seperti biaya pendidikan,
kesehatan, naik haji dan umrah.

Menurut fatwa DSN MUI kebutuhan masyarakat
untuk memperoleh suatu barang sering kali memerlukan
pihak lain melalui akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak
guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu
dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan
pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.*

Dalam fatwa No. 09/DSN-MUI/IVV/2000 tentang
pembiayaan ijarah terdapat beberapa ketentuan vyaitu

sebagai berikut:

* Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Kuangan

Syari’ah Dewan Syari’'ah Nasional MUI, Jakarta: Erlangga, 2014, h.

91.
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b)

64
Rukun dan Syarat ljarah

1. Sighat ljarah, vyaitu ijab dan qabul berupa
pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad
(berkontrak), baik secara verbal atau dalam
bentuk lain.

2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi
sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.

3. Objek akad ijarah, adalah:

a. manfaat barang dan sewa; atau
b. manfaat jasa dan upah.

Ketentuan Objek ljarah

1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan
barang dan/atau jasa.

2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan
dapat dilaksanakan dalam kontrak.

3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat
dibolehkan (tidak diharamkan).

4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan

sesuai dengan syari’ah.
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5. Manfaat harus dikenali secara  spesifik

sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah
(ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan
sengketa.

. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan
jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga
dikenali dengan sepesifikasi atau identifikasi
fisik.

. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan
dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai
pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat
dijadikan harga dalam jual beli dapat pula
dijadikan sewa atau upah dalam ijarah.

. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa
(manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek
kontrak.

. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa
atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu,

tempat dan jarak.
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¢) Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan
ljarah
1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang
atau jasa:

a. Menyediakan barang yang disewakan atau
jasa yang diberikan.

b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.

¢. Menjamin bila terdapat cacat pada barang
yang disewakan.

2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat
barang atau jasa:

a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung
jawab untuk menjaga keutuhan barang serta
menggunakannya sesuai kontrak.

b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang
sifatnya ringan (tidak materiil).

c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena
pelanggaran dari penggunaan  yang

dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak
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penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak
bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

d. Jika salah satu pihak tidak menunaikan
kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di
antara para pihak, maka penyelesaiannya
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui
musyawarah.*

Dalam pelaksanaan akad pembiayaan ijarah para
pelakunya harus menaati peraturan atau hukum yang sudah
berwenang. Di Indonesia Dewan Syariah Nasional
Indonesia Majelis Ulama Indonesia yang berwenang
mengeluarkan fatwa terkait hal pembiayaan ijarah. Fatwa
yang  dikeluarkan  diharapkan  dapat  dijalankan
sebagaimana seharusnya, agar para pihak dapat

menunaikan hak dan kewajibannya.

“ Fatwa DSN Indonesia No. 09/DSN-MUI/IV/2000
tentang Pembiayaan ljarah.
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3. Pelaksanaan dan Skema ljarah

Dalam pelaksanaan transaksi ini yang akan
dibahas adalah mengenai tatacara bagaimana manusia
melakukan sewa menyewa yang dikehendaki, yang sesuai
dengan syari’at Islam. Dimanadi dalamnya terdapat
berbagai peraturan yang harus dipatuhi seperti rukunnya
dan syaratnya. Sebab, sebagai suatu transaksi umum,
ijarah baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun
dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum
dan transaksi lainnya.

Seperti telah dijelaskan pada pengertian ijarah
sebelumnya yakni dimanasistem transaksi ini adalah sistem
yang menggunakan akad (kontrak) dalam suatu pengertian
manfaat, maka agar lebih mudah dipahami bahasanya,
alangkah lebih baiknya penulis terangkan dulu apa yang
dinamakan dengan kontrak (akad) itu.

Kontrak atau perjanjian adalah akad yang secara
harfiah berarti ikatan untuk memberi dan menerima

bersama-sama dalam salah satu waktu. Artinya, ikatan itu
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menimbulkan sesuatu yang harus dipenuhi, sebagaimana
firman Allah:

0 ey T deg 2 e 5800 U e ol i

© 540 1 B 3 12 i ol 4 e e
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah
agad-agad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak,
kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian
itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu
sedang mengerjakan  haji. Sesungguhnya Allah
menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-
Nya.” (Q.S. Al-Ma’idah: 1)*

Ayat di atas menyatakan janji-janji (perjanjian
dan lafadz uqud) dimana uqud disini lebih bersifat
komprehensif sebab menyangkut ugqud pada huquq Allah.
Uqud ini mempunyai banyak konotasi dibanding kontrak
atau perjanjian pada hukum umum. Jadi dari segala macam
hukum yang terjadi harus dipenuhi, mengikuti pada lafadz
uqud yang diperintahkan oleh Allah.

Selanjutnya mengenai pelaksanaan transaksi

ijarah ini haruslah memperhatikan sejumlah dalil maka

* Departemen Agama RI, Al-Qur’an..., him. 84,
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fugaha merumuskan sewa menyewa itu terjadi dan sah
apabila ada ijab dan gabul, baik dalam bentuk perkataan
maupun dalam bentuk pernyataan lain yang menunjukkan
adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan
sewa menyewa.*

Skema pembiayaan ijarah adalah sebagai berikut:

Menyewa Jasa
BANK » NASABAH

<

Bayar Cicilan

Keterangan:

1) Anggota mengajukan Pembiayaan ljarah ke KSPPS.

2) KSPPS memberi atau menyewa barang yang
diinginkan oleh anggota sebagai objek ijarah dari

supplier/pmilik

* Hamzah Ya’kub, Figih Muamalah: Kode Etik Dagang
Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi,
Bandung: CV. Diponegoro, 1992, h. 320.
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3) Sebelum dicapai kesepakatan antara anggota dan
KSPPS, anggota diwajibkan menyerahkan jaminan

yang dimiliki.

Setelah tercapainya kesepakatan antara anggota dan KSPPS
mengenai barang objek, tarif, periode, dan biaya, maka akad ijarah

ditandatangani.



BAB Il
PELAKSANAAN PEMBIAYAAN IJARAH DI KSPPS

FASTABIQ KHOIRO UMMAH CABANG CEPU

A. Profil KSPPS Fastabigq Khoiro Ummah
1. Sejarah Singkat KSPPS Khoiro Ummah

Islam mengajarkan untuk dapat melaksanakan
kewajiban secara utuh dan menyeluruh dalam berbagai
aspek kehidupan, termasuk di dalamnya menegakkan
ekonomi syari’ah ditambah dengan akar ekonomi ribawi
yang sudah demikian menggurita sehingga dibutuhkan
kekuatan besar untuk mencabutnya dari cengkraman
kehidupan manusia. Muhammad Ridwan, Muhammad
Sapuan, Abdul Hadi, Ahmad Mubasyirin, Abdul Wahid
yang  merupakan  Pimpinan  Daerah  Pemuda
Muhammadiyah Pati berinisiatif mendirikan Lembaga
Keuangan Syari’ah. Terinspirasi dari Muktamar Pemuda
Muhammadiyah ke X1 di Pekanbaru, Riau tanggal 1-4 Juli

1998. Kemudian pada tanggal 27 Juli 1998 dibentuklah

72
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Koperasi Serba Usaha (KSU) Fastabiq, dengan badan

usaha otonomi Baitul Maal wat Tamwil Fastabiq, yang
selanjutnya disebut BMT Fastabig.

BMT Fastabig dengan payung hukum Koperasi
Serba Usaha (KSU) Fastabiq yang disahkan oleh Menteri
Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah melalui SK
Nomor: 011/BH/KDK.11/X/1998, secara resmi mulai
beroperasi tanggal 18 November 1998 yang merupakan
tonggak awal berdirinya BMT Fastabiq. Berdasarkan
Rapat Anggota Khusus pada tanggal 9 Oktober 2004
diputuskan perubahan AD (Anggaran Dasar)/ART
(Anggaran Rumah Tangga) menjadi KIKS (Koperasi Jasa
Keuangan Syari’ah) BMT Fastabiq dengan Nomor Badan
Hukum 011a/BH/PDA/V/2006.!

Perubahan nama tidak berhenti sampai disitu, yang
terbaru adalah KJKS BMT Fastabig Khoiro Ummah pada

tanggal 22 Maret 2016. Perubahan tersebut terkait dengan

' Dokumentasi dari KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah
Cabang Cepu, dikutip tanggal 4 April 2017.
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Peraturan Menteri Koperasi dan UKM  Nomor
16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari’ah
pengganti Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No.
91/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Jasa Keuangan Syari’ah oleh Koperasi. Dalam peraturan
tersebut disebutkan bahwa setiap KIKS/UJKS (Unit Jasa
Keuangan Syari’ah) harus merubah nama menjadi KSPPS
(Koperasi Simpan Pinjam  dan Pembiayaan
Syari’ah)/USPPS (Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan
Syari’ah), maka dari itu kini namanya berubah menjadi
KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah.?

KSPPS Fastabig Khoiro Ummah pertama Kkali
berdiri dan berkantor di Jalan Pati-Tayu Km. 3 Runting,
lebih tepatnya di depan SMA Muhammadiyah 1 Pati.
Dalam perkembangannya dari tahun 1998 hingga
sekarang ini KSPPS Fastabig Khoiro Ummah telah

mempunyai 24 unit kantor cabang yang tersebar di

2 Ibid.
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berbagai wilayah di Kabupaten Pati dan sekitarnya, yang
salah satunya sebagai tempat penulis melaksanakan
kegiatan penelitian, yaitu KSPPS Fastabig Khoiro
Ummah Cabang Cepu.

KSPPS Fastabig Khoiro Ummah Cabang Cepu
berdiri pada tanggal 13 Juni 2013 dan beralamat di Jalan
Pemuda Nomor 47 Kecamatan Cepu Kabupaten Blora.
Saat pertama kali berdiri, kantor KSPPS Fastabiq Khoiro
Ummah Cabang Cepu masih bertempat di Masjid Jami’
Cepu, setelah satu minggu baru pindah di kantor sendiri
yang berada di Ruko Nomor 4 (Utara Masjid Jami’ Cepu).
KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu dengan
kantor yang nyaman, sampai saat ini telah memiliki +

1.500 anggota dengan 5 karyawan.’

* Hasil Wawancara dengan Ahmad Syaikhul Mubin (Mas
Mubin) selaku Relationship Officer (RO) dan Indah Maretna Rizky
Imami (Mba Riris) selaku Customer Service dan Back Officer
(CSBO) KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu, Blora:
KSPPS Fastabig Khoiro Ummah Cabang Cepu, tanggal 5 April
2017.
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Berikut adalah daftar kantor KSPPS Fastabiq Khoiro

Ummah:*

Tabel 3.1

Daftar Kantor KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah

No. Kantor Alamat Kantor No. Telepon

Cabang

Tambaharjo | JI. Raya Pati-Tayu | (0295) 383999
Km. 3 Tambaharjo,
Pati

Wedarijaksa | JI. Raya Pati-Tayu | 082 136 649 733
Km. 7,6 Wedarijaksa

Gabus JI. Raya Pati-Gabus | (0295) 4199041

Tayu JI. Yos Sudarso No. | (0295) 4545053
41 Tayu, Pati

Kayen Timur Pasar Kayen, | (0295) 5505536
JI. Kayen-
Tambakromo Km. 1
Pati

Tlogowungu | JI. Raya Pati- | 082 134 251 331
Tlogowungu, Depan
Pasar Tlogowungu

Margoyoso JI. Raya Juwana- | (0295) 4150489
Tayu, Komplek
Pasar Bulumanis

Winong JI.  Winong-Jakenan | (0295) 4199042
Km. 1 Winong

Trangkil Komplek Pasar | (0295) 4191624

Trangkil No. 14

* Dokumentasi dari KSSPS Fastabiq Khoiro Ummah

Cabang Cepu, dikutip tanggal 4 April 2017.
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10.

Juwana

Komplek Pasar
Porda No. 2 Juwana

(0295) 473750

11.

Sleko

JI.  Roro Mendut
Semampir Pati
(Komplek Ruko
Pasar Sleko)

(0295) 382612

12.

Bareng

JI. Raya Kudus-Pati
(Timur Pasar Jekulo
Baru)

(0291) 4246100

13.

Tambakromo

JI. Raya
Tambakromo-Kayen
No. 1 (Komplek
Pasar Tambakromo)

082 134 251 225

14.

Ngablak

JI. Raya Tayu-Jepara

(0295) 4545429

15.

Puri

Komplek Pasar Puri

0295) 392073

16.

Kelet, Jepara

JI. Raya Jepara-Kelet

(0291) 578237

17.

Batangan

Komplek Pasar

Kuniran

085 290 005 132

18.

Kudus

JI. Jendral Sudirman
No.173 Kudus

(0291) 4246500

19.

Sukolilo

JI.  Pati-Purwodadi
Km. 27

(0295) 5505534

20.

Mayong

Kudus-
No. 12

JI.  Raya
Jepara
Mayong

(0291) 4256635

21.

Mlonggo

JI.  Raya Jepara-
Bangsri Km. 9
Mlonggo, Jepara

(0291) 7701009

22.

Demak

JI. Sultan Fatah No.
27 Bogorame Demak
(0291) 6910230

(0291) 6910230

23.

Cepu

JI.  Pemuda Kec.
Cepu, Kab. Blora

(0296) 420065

24,

Jepon

JI. Raya Blora-Cepu

085326052811
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Km. 7 Jepon (400 m
Barat Pasar Jepon)

2. Visi dan Misi KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah

1) Visi:

Menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan

Syari’ah yang Unggul dan Terpercaya.

2) Misi:

a.

Mengedepankan dan membudayakan transaksi
ekonomi sesuai nilai-nilai syari’ah.

Menjunjung tinggi akhlakul karimah dalam
mengelola amanat umat.

Mengutamakan  kepuasan dalam  melayani
anggota.

Menjadi KSPPS yang tumbuh dan berkembang
secara sehat.

Meningkatkan  kesejahteraan  anggota  dan

melakukan pembinaan kaum dhuafa.’

® Dokumentasi dari KSSPS Fastabig Khoiro Ummah
Cabang Cepu, dikutip tanggal 4 April 2017.
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3. Tujuan KSPPS Fastabiqg Khoiro Ummah

Meningkatkan ~ kesejahteraan  anggota  dan
pengelola dengan mengedepankan nilai-nilai syari’ah,
menjunjung tinggi akhlakul karimah, serta mengutamakan

kepuasan anggota.®

4. Strategi KSPPS Fastabig Khoiro Ummah

a. Melakukan kajian ekonomi syari’ah secara intensif.

b. Menerapkan akad-akad syari’ah dalam semua
transaksi ekonomi masyarakat.

¢. Menerapkan tata kelola organisasi yang baik sesuai
Islamic  Microfinance  Standart dan  Sistem
Manajemen Mutu International Standart
Organization (ISO) 9001: 2008

d. Melakukan pembinaan insan Fastabig dengan

program pesantren karya yang bertujuan lurus

6 https://www.bmtfastabig.co.id/visi-misi-dan-tujuan/,

diakses pada tanggal 10 April 2017, pukul 09:00 WIB.
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agidahnya, benar ibadahnya, mulia akhlaknya,
tangguh fisiknya dan profesional kerjanya.
5. Struktur Organisasi KSPPS Fastabig Khoiro Ummah
Adapun struktur organisasi KSPPS Fastabiq
Khoiro Ummah Pusat adalah sebagai berikut’:
a. Pengurus
1) Ketua: H. Sutaji, S.H, MM
2) Sekretaris : Drs. HM. Sapuan
3) Bendahara : Santoso, SE.
b. Dewan Pengawas Syari’ah
1) Ketua: KH. Abdul Wahid Hasyim
2) Anggota | : H. Achmad Dahlan, S.Pd

3) Anggota Il : Taufig, S.Mn

c. Pengelola
1) Direktur Utama : H. Muhammad Ridwan, S.Pd

2) Direktur Bisnis : H. Sunaji, S.E

’ Dokumentasi dari KSSPS Fastabig Khoiro Ummah
Cabang Cepu, dikutip tanggal 4 April 2017.
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3) Direktur Operasional : Sri Sutiyani, S.E

4) Direktur SDI dan Maal : Agus Jamaludin, S.Ag

. Divisi

1) Divisi Financing : Muhsin, S.E

2) Divisi Adm. & Account : Hj. Dyah Saraswati, S.E

3) Divisi Diklat & Maal : Sukahar Ahmad Syafi’i,
S.Th.

4) Divisi Funding : Sutrisno, S.E

5) Divisi Technology Informasi : Moh. Anis Muhajir,
S.Kom

6) Divisi Mutu & Kepatuhan : Fatma Mariana A.,S.E

7) Divisi Pajak : Siti Zulaikhan Nikmah

8) Divisi Legal Formal : Hj. Desy Azianti Santa, S.E

9) Divisi Logistic : Santosa, S.E

10) Divisi Internal Control & Remidial : Anarcito,

SE
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Sedangkan struktur organisasi Kantor KSPPS

Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu yaitu® :
a. Branch Manager : Alfa Septiaji Nur Cahyono, S.E
b. CSBO : Indah Maretna Rizky Imami, Amd. Keb
c. Teller :Rizky Octaviana
d. RO : Ali Ma’ruf, S.Th.I dan Ahmad Syaikhul
Mubin
B. Produk pada KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang
Cepu
KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah di dalam
memasarkan produknya pada usaha mikro yang obyeknya
adalah pasar, yang memiliki keunggulan aliran dana sangat
likuid walau nilainya kecil namun terus menerus.
Produk-produk KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Fastabiq
antara lain:

1. Produk Simpanan

® Hasil Wawancara dengan Indah Maretna Rizky Imami
(Mba Riris) selaku Customer Service dan Back Officer (CSBO)
KSPPS Fastabig Khoiro Ummah Cabang Cepu, Blora: KSPPS
Fastabig Khoiro Ummah Cabang Cepu, tanggal 5 April 2017.
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a. Simpanan Suka Rela Lancar (Si Rela)

Simpanan dalam bentuk investasi ini sangat
menguntungkan anggota, karena bagi hasil investasi
dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian. Setoran
awal dilakukan minimal Rp 10.000,00 selanjutnya
minimal Rp 5.000,00.

b. Simpanan Suka Rela Berjangka (Si Suka)

Si Suka diperuntukkan bagi anggota yang
mempunyai dana dengan rencana besar dan tidak ingin
diambil  sewaktu-waktu. Setoran minimal Rp
1.000.000,00 dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan dan
6 bulan. Pengambilannya pada saat jatuh tempo.

¢. Simpanan untuk Qurban (Suqur)

Suqur diperuntukkan bagi anggota yang ingin
membeli hewan untuk qurban tapi masih kesulitan
finansial. Melalui produk ini, pihak KSPPS Fastabiq
Khoiro Ummah menjembatani anggota untuk

memudahkan dalam melangkah untuk berqurban pada
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saat ldul Adha. Setoran minimal Rp 150.000,00/bulan

atau Rp 6.000,00/hari.
d. Simpanan Masa Depan (Simapan)

Simapan akan mewujudkan rencana besar
anggota di masa yang akan datang dengan setoran
minimal Rp. 25.000,00/bulan. Jangka waktu 5 tahun
dan pengambilannya pada saat jatuh tempo.

e. Simpanan Pelajar Prestasi (Simpelpres)

Simpelpres diperuntukkan bagi anggota yang
masih pelajar yang bertujuan untuk tabungan
pendidikan.

f. Simpanan Haji Mabrur (Si Mabrur)

Si Mabrur diperuntukkan bagi anggota yang

berencana untuk naik haji namun masih kesulitan

finansial.’

® Hasil Wawancara dengan Alfa Septiaji Nur Cahyono (Pak
Alfa) selaku Branch Manager (Manajer Cabang) KSPPS Fastabiq
Khoiro Ummah Cabang Cepu, Blora: KSPPS Fastabiq Khoiro
Ummah Cabang Cepu, tanggal 5 April 2017.
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2. Produk Pembiayaan

a. Pembiayaan Mudharabah
Pembiayaan mudharabah adalah bentuk kerja
sama antara dua atau lebih pihak dimanapemilik modal
(shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal
kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian
di awal, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi
sesuai nisbah yang disepakati. Bentuk ini menegaskan
kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari
pemilik modal dan keahlian dari pengelola.
b. Pembiayaan Musyarakah
Pembiayaan  musyarakah adalah  akad
kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu
usaha tertentu dimanamasing-masing pihak
memberikan kontribusi modal dengan ketentuan bahwa

keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang

19 https://ww.bmtfastabig.co.id/pembiayaan-mdularabah/,
diakses pada tanggal 18 Oktober 2017, pukul 13:27 WIB
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disepakati atau proporsional dan resiko (kerugian) akan
ditanggung bersama berdasarkan porsi modal.**
¢. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli
suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada
anggota dan anggota membayarnya sebesar harga
perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang
disepakati.

d. Pembiayaan ljarah

Pembiayaan ijarah adalah akad atau
kesepakatan antara satu atau beberapa pihak, yang mana
satu pihak sebagai penyewa yaitu KSPPS dan anggota

sebagai penggarapnya, keuntungan maupun Kkerugian

ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan.*®

' Hasil Wawancara dengan Alfa Septiaji Nur Cahyono
(Pak Alfa) selaku Branch Manager (Manager Cabang) KSPPS
Fastabiqg Khoiro Ummah Cabang Cepu, Blora: KSPPS Fastabiq
Khoiro Ummah Cabang Cepu, tanggal 5 April 2017.

2 https://www.bmtfastabig.co.id/pembiayaan-murabahah/,
diakses pada tanggal 18 Oktober 2017, pukul 13:27 WIB.

b https://www.bmtfastabig.co.id/pembiayaan-ijarah/,
diakses pada tanggal 18 Oktober 2017, pukul 13:27 WIB
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https://www.bmtfastabiq.co.id/pembiayaan-ijarah/
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KSPPS Fastabig Khoiro Ummah Cabang Cepu siap

membantu membayarkan kebutuhan masyarakat atau
anggota tersebut dan anggota mengembalikan
pembiayaan dan jasanya scara angsuran atau tempo
sesuai dengan kesepakatan.
C. Pelaksanaan Pembiayaan ljarah di KSPPS Fastabiq
Khoiro Ummah Cabang Cepu
Pembiayaan ljarah merupakan salah satu produk yang
ditawarkan oleh KSPPS Fastabig Khoiro Ummah Cabang
Cepu, di antaranya adalah produk simpanan meliputi
simpanan suka rela lancar (si rela), simpanan suka rela
berjangka (si suka), simpanan untuk qurban (suqur), simpanan
masa depan (simapan), simpanan pelajar prestasi (simpelpres),
simpanan haji mabrur (si mabrur) dan produk pembiayaan
meliputi pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah,

pembiayaan murabahah dan pembiayaan ijarah.
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Pembiayaan ijarah di KSPPS Fastabig Khoiro

Ummah Cabang Cepu adalah pembiayaan yang berdasarkan
akad atau kesepakatan antara satu atau beberapa pihak, yang
mana satu pihak sebagai penyewa yaitu KSPPS dan anggota
sebagai penggarapnya, keuntungan maupun kerugian
ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan.
Pembiayaan ijarah ini mempunyai manfaat yaitu untuk
membantu anggota Yyang mengalami kendala dalam
pembayaran sewa. Transaksi ijarah ditandai adanya
pemindahan manfaat. Jadi dasarnya prinsip ijarah sama saja
dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada
objek transaksinya.’* Bila pada jual beli objek transaksinya
adalah barang sedangkan pada ijarah objek transaksinya
adalah jasa." Ijarah merupakan produk finansial berbasis jual

beli karena menurut konsep keuangan Islam, ijarah adalah

" Hasil Wawancara dengan Alfa Septiaji Nur Cahyono
(Pak Alfa) selaku Branch Manager (Manager Cabang) KSPPS
Fastabiqg Khoiro Ummah Cabang Cepu, Blora: KSPPS Fastabiq
Khoiro Ummah Cabang Cepu, tanggal 5 April 2017.

' Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah
(Deskripsi dan llustrasi), Yogyakarta: Ekonisia, 2007, h. 75.
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suatu bai’ atau jual beli. Yang diperjualbelikan bukan hak
kepemilikan tetapi manfaat atau disebut pula sebagai hak
pakai. Bagi ijarah yang objeknya barang, Yyang
diperjualbelikan adalah manfaat dari barang itu. Dalam
pemahaman sehari-hari memang aneh bila disebutkan sewa-
menyewa adalah jual beli manfaat.*®

Alur pembiayaan ijarah dimulai dari anggota
mengajukan pembiayaan ke KSPPS. Adapun syarat pengajuan
pembiayaan ijarah sama dengan pembiayaan lainnya yaitu:

1. Anggota mengajukan permohonan pembiayaan kepada
Customer Service dan Back Officer (CSBO).

2. Customer Service dan Back Officer (CSBO) menjelaskan
produk-produk pembiayaan KSPPS Fastabig Khoiro
Ummah kepada anggota/calon anggota.

3. Customer Service dan Back Officer (CSBO) memberikan
formulir pengajuan pembiayaan kepada anggota

tergantung pembiayaan yang diajukan.

'® Sutan Remi Sjahdeini, Perbankan Syari’ah (Produk-
Produk dan Aspek Hukumnya,) Jakarta: PT Adhitya Andreina
Agung, h. 264.
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. Customer Service dan Back Officer (CSBO) membantu

anggota atau calon anggota untuk mengisi form

permohonan pembiayaan.

. Customer Service dan Back Officer (CSBO) membantu

mengisi formulir permohonan menjadi anggota untuk

membuka rekening simpanan (bagi yang belum menjadi

anggota simpanan).

. KSPPS membeli/menyewa barang yang diinginkan oleh

anggota sebagai objek ijarah dari

supplier/penjual/pemilik.

. Anggota melengkapi form permohonan pembiayaan dan

menyiapkan persyaratan lainnya. Syarat permohonan

individu:

a. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) suami istri
pemohon, gunanya untuk data pokok atau identitas
anggota, file asli jaminan anggota dan informasi

debitur.
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. Fotocopy KK (Kartu Keluarga) pemohon, gunanya

untuk mengetahui berapa tanggungan si anggota
tersebut.

. Fotocopy buku nikah pemohon, gunanya sebagai
catatan sipil.

. Fotocopy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)
dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) (jika
agunan kendaraan bermotor), gunanya untuk
mengetahui atau memeriksa keaslian BPKB (Buku
Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat
Tanda Nomor Kendaraan) dan menghitung nilai jual
objek pajak.

. Fotocopy cek fisik nomor mesin dan nomor rangka
kendaraan bermotor dari Samsat, gunanya untuk
mengetahui atau memeriksa kesesuaian nomor mesin
dan nomor rangka kendaraan bermotor anggota.

. Fotocopy SHM (Sertifikat Hak Milik), SPPT (Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang) Tahunan Terakhir,

KTP (Kartu Tanda Penduduk) suami istri dan KK
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(Kartu Keluarga) pemilik agunan, gunanya untuk
jaminan tanah.
g. Data riwayat pembiayaan sebelumnya

Untuk PNS/TNI/Polri/Karyawan (anggota yang
berpenghasilan tetap) ditambah dengan slip gaji
terakhir, surat rekomendasi dari instansi/kantor dan
fotocopy SK. Sedangkan untuk pembiayaan produktif
(anggota yang berpenghasilan tidak tetap) ditambah
dengan laporan keuangan 3 (tiga) bulan terakhir dan
bisnis plan/RAPB. Dokumen tersebut berguna untuk

mengukur rasio keuangan jumlah gaji bersih.

8. Anggota menandatangani  pengajuan  permohonan

pembiayaan.

. Customer Service dan Back Officer (CSBO) memeriksa
formulir permohonan pembiayaan yang telah diisi dan
memeriksa  persyaratan  kelengkapannya, (CSBO
mengembalikan  formulir  permohonan pembiayaan
apabila belum lengkap pengisian dan kelengkapan

persyaratannya).
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10.Customer Service dan Back Officer (CSBO) menjelaskan
jenis pembiayaan yang dipilih berikut jangka waktu dan
cara pengembaliannya. CSBO mensimulasikan angsuran
sesuai dengan pembiayaan yang dipilih oleh anggota.
11.Customer Service dan Back Officer (CSBO) menerima
dan memeriksa ulang kelengkapan pengisian dan
persyaratan. Selanjutnya mencatat dalam buku register
permohonan pembiayaan dan menyerahkan permohonan
pembiayaan kepada Branch Manager.
12.Kemudian KSPPS bagian pembiayaan akan melakukan
survey lapangan dan melihat bagaimana kondisi rumah
atau usaha anggota.
Mengenai prosedur pemeriksaan atau survey di
KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu yaitu
meliputi:
1) Memeriksa apakah anggota yang mengajukan
pembiayaan belum pernah mendapatkan surat

peringatan (SP)
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2) Jika belum pernah mendapatkan surat peringatan
(SP) maka anggota layak untuk mendapatkan
pembiayaan.

3) Jika anggota sudah pernah mendapatkan surat
peringatan (SP) maka anggota perlu disurvey
kembali untuk mendapatkan pembiayaan.

4) Melakukan identifikasi anggota melalui pihak ketiga
(tetangga, teman, rekan seprofesi, saudara, orang
tua, ketua RT setempat dan sebagainya.

5) Berdasarkan identifikasi tersebut, maka dapat
dilakukan pendataan tempat usaha (analisis usaha)
dengan cara mewawancarai pemohon yang meliputi:
a. Kondisi usaha
b. Sistem manajemen dan keuangan
c. Faktor-faktor yang mempengaruhi  siklus

produksi dan prospeknya

6) Melakukan pendataan terhadap barang maupun

memeriksa lokasi untuk mendapatkan masukan



7)

8)

9
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untuk taksiran harga jual, ukuran, gambaran, lokasi,

status kepemilikan dan kemudahan dalam penjualan.

Memeriksa barang bergerak meliputi:

a. Keaslian BPKB (Buku Pemilik Kendaraan
Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor
Kendaraan)

b. Kesesuaian nomor mesin dan nomor rangka
kendaraan bermotor

c. Kondisi fisik

d. Taksiran harga

e. Kemudahan penjualan status kepemilikan

Melakukan transaksi atau taksiran jaminan dan

penilaian kelayakan usaha.

Hasil tersebut dimuat dalam laporan hasil survey

untuk kemudian diajukan sebagai usulan pemberian

pembiayaan/proposal.  Ketentuan  pemeriksaan

berkas meliputi:
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Memeriksa analisis usaha dan menggolongkan
atau mengelompokkan pembiayaan berdasarkan
modal angsuran.

Menggolongkan atau mengelompokkan
berdasarkan sektor yang dibiayai (perdagangan,
industri, pertanian, jasa dan lain-lain).
Menyertakan tanda tangan pada berkas yang
sudah diperiksa.

Memeriksa kelengkapan administrasi.

13.KSPPS juga melakukan analisa kepada anggota dengan

menggunakan konsep 5C yaitu:

a.

Character (Watak), prinsip ini dilihat dari segi
kepribadian anggota. KSPPS akan menilai
anggota apakah vyang bersangkutan jujur,
beritikad baik, tidak menyulitkan pihak KSPPS
di kemudian hari dan dapat dipercaya dalam
menjalani kerjasama dengan KSPPS.

Capacity (Kapasitas), prinsip ini dilihat dari segi

kemampuan anggota. KSPPS akan menilai
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anggota dari kemampuan anggota dalam
menjalankan keuangan yang ada pada usaha yang
dimilikinya atau keahlian anggota dalam bidang
usahanya.

Capital (Modal), prinsip ini dilihat dari segi
modal yang dimiliki anggota. KSPPS akan
melihat kondisi aset atau kekayaan yang dimiliki
anggota khususnya anggota yang mempunyai
usaha, sehingga dari penilaian tersebut pihak
KSPPS dapat menentukan layak atau tidaknya
anggota tersebut mendapatkan pinjaman.
Condition (Kondisi), prinsip ini dilihat dari segi
kondisi ekonomi atau keuangan anggota. KSPPS
akan melihat bagaimana kondisi ekonomi atau
keuangan anggota tersebut.

Collateral (Jaminan), prinsip ini dilihat dari segi
agunan atau jaminan anggota. KSPPS akan
melakukan penilaian terhadap agunan, sehingga

jika anggota kelak tidak dapat melunasi
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kewajibannya, agunan tersebut digunakan untuk
menanggung pembayaran yang anggota ajukan.
14.Hasil survey selanjutnya direkam dalam laporan hasil
Pemeriksaan SPP untuk dianalisis dan diteruskan ke
pihak Direktur Bisnis.
15.Pihak Direksi selanjutnya mempertimbangkan hasil
analisis  pembiayaan dan  memutuskan  apakah
pembiayaan disetujui untuk direalisasikan atau tidak.
16.Apabila pembiayaan yang diajukan ditolak, maka
dibuatkan surat pemberitahuan penolakan.
17.Apabila pembiayaan yang diajukan disetujui maka CSBO
atau bagian pembiayaan mempersiapkan  Akad
Pembiayaan ljarah (AP) dan berkas pelengkap akad.
Selanjutnya KSPPS melakukan Persetujuan Pembiayaan
yang meliputi:
a. Pihak KSPPS telah setuju memberikan pembiayaan
kepada anggota sesuai yang sudah diajukan oleh

anggota.
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1. Pihak anggota telah setuju dan sanggup

mengembalikan pembiayaan sebagai berikut:

a. Sistem pengembalian sesuai angsuran.

b. Sistem angsuran

¢. Jumlah angsuran

d. Tanggal jatuh

tempo

e. Ketentuan angsuran atau pengembalian pembiayaan
2. Pihak anggota setuju untuk membayar biaya-

biaya sebagai berikut:

a. Biaya administrasi

b. Biaya materai

c. Biaya cadangan resiko

d. Biaya notaris

e. Biaya asuransi

f. Biaya infag/shodagoh
3. Pihak anggota setuju untuk memberikan

keuntungan kepada pihak KSPSS yang berupa

margin atau angsuran pokok sebesar estimasi



100

margin keuntungan pada lampiran perincian
angsuran.

. KSPPS membuat perjanjian tertulis dengan
anggota dan dibuat oleh pihak yang kuat yaitu
pihak KSPPS.

. Setelah semua persyaratan sudah lengkap KSPPS
akan memproses lebih lanjut, proses yang bisa
ditetapkan berapa lama waktu maksimal sampai
pada akhirnya dilakukan pencairan, misalnya
sehari proses, seminggu proses dan paling lambat
sebulan diproses. Pada saat pencairan dana
bagian administrasinya yang akan menginput
data agar dapat segera dilakukan pencairan dana.
Selanjutnya anggota akan mencicil angsuran atau
pembayaran kepada KSPPS sesuai schedule yang
ditetapkan.

. Kedua belah pihak setuju mengakhiri persetujuan

ini, bila pihak anggota telah mengembalikan
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seluruh jumlah pembiayaan serta kewajiban
lainnya kepada KSPPS.

7. Guna menjamin kepastian keamanan pembiayaan
yang diberikan dan untuk menunjukkan
kesungguhan serta niat baik dari anggota, maka
anggota sepakat menyerahkan barang, surat

berharga atau benda kepercayaan lainnya.

Implementasi akad ijarah pada pembiayaan ijarah di

KSPPS Fastabig Khoiro Ummah Cabang Cepu dapat
diuraikan sebagai berikut:

1. Pihak yang melakukan akad (Mu jir dan Musta jir)

Pihak-pihak yang berakad terdiri dari mujir dan

musta jir. Mu’jir merupakan pemilik benda yang

menerima uang (sewa) atas suatu manfaat yaitu pihak

KSPPS Fastabig Khoiro Ummah Cabang Cepu,

sedangkan musta jir adalah orang yang memberikan uang

atau pihak yang menyewa yaitu pihak anggota yang

mengajukan pembiayaan.
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2. Sighat, yaitu ijab dan gabul

Sighat merupakan perbuatan yang menunjukkkan
terjadinya akad berupa ijab dan gabul. Dalam akad
ijarah, ijab adalah pernyataan pihak KSPPS Fastabiq
Khoiro Ummah Cabang Cepu, sedangkan gabul adalah
persetujuan dari pihak anggota yang mengajukan
pembiayaan. Sighat yang digunakan di KSPPS Fastabiq
Khoiro Ummah Cabang Cepu yaitu berupa tulisan,
tulisan bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk
mengungkapkan niat dan kehendak. Hal ini ditunjukkan
dengan adanya pengisian dan penandatanganan formulir
aplikasi akad ijarah antara anggota dengan pihak KSPPS
Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu. Di dalam surat
kontrak atau akad pembiayaan ijarah dituangkan jumlah
pembiayaan, waktu pembayaran, serta jaminannya. Oleh
karena itu, akad yang dilakukan melalui tulisan
hukumnya sah dengan syarat tulisan harus jelas, tampak

dan dapat dipahami oleh keduanya.
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3. Ma jur (Manfaat)

Manfaat dalam akad pembiayaan ijarah di KSPPS
Fastabiqg Khoiro Ummah Cabang Cepu yaitu anggota
menyewa lahan yang digunakan untuk kandang bebek
dalam jangka waktu 48 bulan atau 2 tahun.

4. Ujrah (Upah)

Ujrah merupakan uang (sewa) yang diterima sebagai
imbalan atas manfaat yang diberikan. Mengenai ujrah di
KSPPS Fastabig Khoiro Ummah Cabang Cepu sudah
ditentukan oleh pihak KSPPS di awal akad dengan
menggunakan bagi hasil (prosentase) yang sudah

ditentukan oleh KSPPS Fastabig Khoiro Ummah pusat.



BAB IV
ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI FATWA DSN NO.
09/DSN-MUI/1V/2000 TENTANG PEMBIAYAAN IJARAH DI

KSPPS FASTABIQ KHOIRO UMMAH CABANG CEPU

A. Analisis Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan ljarah di
KSPPS Fastabig Khoiro Ummah Cabang Cepu
Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diharapkan dapat
memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi
masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan  yang
dikeluarkan, dengan adanya pembiayaan tersebut diharapkan
mampu memacu masyarakat untuk bisa menciptakan usaha
dan mampu mengembangkannya. Pada kenyataannya
masyarakat masih sulit mengembangkan usaha karena faktor
permodalan. Secara konseptual, ijarah sebagai salah satu
bentuk akad yang bertujuan untuk mengambil hak guna
(manfaat) atas suatu barang maupun jasa yang diterima dari

orang lain dalam waktu tertentu dengan jalan membayar sewa

104
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(ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang
dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.
Pada dasarnya pembiayaan boleh, kebolehan dari

akad ijarah mengacu pada hadits berikut:

Ao dle @ fo wn B 06 Jorb o ge

e g o 18 bVt
Artinya: Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa
Rasulullah  SAW pernah bersabda, “Berikanlah upah
kepada para pekerja sebelum keringatnya mengering.”
(HR. lbnu Majah)*

Maksud hadits di atas adalah berikanlah upah kepada
seseorang itu pada waktu berakhirnya pekerjaannya dan
jangan menangguhkannya. Dengan adanya hadits yang
dikemukakan di atas, jelaslah bahwa upah merupakan sesuatu
yang dibolehkan.

ljarah merupakan salah satu produk yang ditawarkan
olen KSPPS Fastabiqg Khoiro Ummah Cabang Cepu dalam

penyaluran dananya, di antaranya adalah produk simpanan

meliputi simpanan suka rela lancar (si rela), simpanan suka

! Ibnu Majah, Shahih Sunan Ibnu Majah, e_book, no. 2473.
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rela berjangka (si suka), simpanan untuk qurban (suqur),
simpanan masa depan (simapan), simpanan pelajar prestasi
(simpelpres), simpanan haji mabrur (si mabrur) dan produk
pembiayaan meliputi pembiayaan mudharabah, pembiayaan
musyarakah, pembiayaan murabahah dan pembiayaan ijarah.
Mayoritas produk pembiayaan KSPPS saat ini masih terfokus
pada produk-produk murabahah (prinsip jual beli).
Pembiayaan murabahah sebenarnya memiliki kesamaan
dengan pembiayaan ijarah, yang membedakan keduanya
hanyalah objek transaksi yang diperjualbelikan tersebut.
Dalam pembiayaan murabahah yang menjadi objek transaksi
adalah barang, sedangkan dalam pembiayaan ijarah objek
transaksinya adalah jasa.

Pembiayaan ijarah yang di KSPPS Fastabig Khoiro
Ummah Cabang Cepu adalah akad atau kesepakatan antara
satu atau beberapa pihak, yang mana satu pihak sebagai
penyewa yaitu KSPPS dan anggota sebagai penggarapnya,
keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama-sama

sesuai dengan kesepakatan.
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Pada pelaksanaannya anggota yang ingin mengajukan
pembiayaan ijarah datang ke KSPPS Fastabig Khoiro Ummah
Cabang Cepu atau bagian marketing mendatangi anggota
yang ingin melakukan pengajuan pembiayaan ijarah.

Calon anggota melengkapi syarat-syarat yang
meliputi fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) suami istri,
fotocopy KK (Kartu Keluarga), fotocopy buku nikah,
fotocopy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan
STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) (jika agunan
kendaraan bermotor), fotocopy cek fisik nomor mesin dan
nomor rangka kendaraan bermotor dari Samsat, fotocopy
SHM (Sertifikat Hak Milik), SPPT (Surat Pemberitahuan
Pajak Terhutang) Tahunan Terakhir, KTP (Kartu Tanda
Penduduk) suami istri dan KK (Kartu Keluarga) pemilik
agunan dan melampirkan dokumen lain yang diperlukan dan
bersedia menandatangani surat-surat yang terkait dengan
pembiayaan. Setelah semua persyaratan dipenuhi, KSPPS
Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu melakukan analisa

pembiayaan dengan memperhatikan beberapa faktor, yaitu:
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anggota/calon anggota dapat dipercaya, kemampuan anggota
dalam membayar angsuran, jaminan yang diberikan calon
anggota baik secara fisik maupun non fisik. Apabila
pengajuan diterima maka selanjutnya penandatangan untuk
pencairan dana pembiayaan dan secara tunai diserahkan
langsung kepada anggota pembiayaan setelah anggota
menandatangani akad pembiayaan ijarah.

Pada praktiknya setelah dilakukannya pencairan dana
pembiayaan
ijarah oleh KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu,
maka dana tersebut sudah sepenuhnya  menjadi
urusan/tanggung jawab anggota. Namun dana tersebut
bukanlah dana untuk keperluan konsumsi sehari-hari
melainkan dana tersebut merupakan dana produktif.

Melihat prosedur pembiayaan ijarah di KSPPS
Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu sudah sesuai dengan
syari’ah atau belum dapat dilihat dari rukun ijarah adalah

sebagai berikut:
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Pihak yang melakukan akad (Mu jir dan musta jir)

Pihak yang melakukan akad terdiri dari mu ’jir dan
musta’jir.  Mujir merupakan pemilik benda yang
menerima uang (sewa) atas suatu manfaat yaitu pihak
KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu,
sedangkan musta’jir adalah orang yang memberikan
uang atau pihak yang menyewa yaitu pihak anggota
yang mengajukan pembiayaan. Dalam praktik
pembiayaan ijarah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah
Cabang Cepu dilihat dari segi pihak yang melakukan
akad sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam,
dimana orang yang berakad baik dari pihak KSPPS
Fastabiqg Khoiro Ummah Cabang Cepu maupun dari
pihak anggota sudah sama-sama dewasa, baligh,
berakal maupun cakap dalam melakukan tasharuf
(mengendalikan harta), serta saling meridhai antar
keduanya.

Sighat, yaitu ijab dan gabul
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Sighat merupakan pernyataan dari kedua belah
pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal
atau dalam bentuk pernyataan lain. ljarah itu terjadi dan
sah apabila ada ijab dan gabul dalam bentuk pernyataan
lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara
kedua belah pihak dalam melakukan ijarah. Menurut
penulis yang terjadi di KSPS Fastabig Khoiro Ummah
Cabang Cepu sudah sesuai dengan hukum Islam, karena
ketika kedua belah pihak berakad dari pihak KSPPS
Fastabig Khoiro Ummah menjelaskan apa yang tertulis
dalam perjanian akad ijarah seperti jumlah plafond,
ujrah (upah) yang harus dibayarkan, jaminan yang
disertakan oleh anggota dan lain-lain. Setelah itu
apabila anggota menghendaki maka selanjutnya adalah
penandatanganan akad yang berarti diantara kedua
belah pihak sudah sepakat.

Ma jur (Manfaat)
Manfaat merupakan sesuatu dari barang yang

disewakan atau pekerjaan yang akan dikerjakan.
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Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui
secara jelas sehingga tidak terjadi perselisihan
dibelakang hari. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad
itu tidak sah.  Spesifikasi manfaat dalam akad
pembiayaan ijarah di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah
Cabang Cepu tersebut sudah jelas yakni anggota (Bapak
Kiswono) menyewa lahan dalam jangka waktu 48 bulan
atau 2 tahun yang digunakan untuk kandang bebek yang
telah disebutkan dalam formulir pengajuan pembiayaan,
maka akad itu sah.

Ujrah (Upah)

Ujrah merupakan uang (sewa) yang diterima
sebagai imbalan atas manfaat yang diberikan. Mengenai
ujrah di KSPPS Fastabig Khoiro Ummah Cabang Cepu
sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena
telah ditetapkan oleh pihak KSPPS Fastabiq Khoiro
Ummah pusat di awal akad dengan menggunakan bagi

hasil (prosentase).
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Sedangkan prosedur pembiayaan ijarah di KSPPS

Fastabiqg Khoiro Ummah Cabang Cepu sudah sesuai dengan
syari’ah atau belum dapat dilihat dari syarat ijarah adalah
sebagai berikut:

Pertama, kedua belah pihak yang berakad
menyatakan kerelaannya melakukan akad ijarah. Apabila
salah seorang diantaranya terpaksa melakukan hal ini, maka
akad ijarah tidak sah. Akad ini diterapkan sebagaimana akad

jual beli. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa’ ayat 29:

Gt of Wy gl i 0l et Wi ol il
oo pmy O 4T &) pimn bl BV s (25 o8 5

@
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah
kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan
yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan
janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S.An-
Nisa’: 29)°

Hal itu dibuktikan dengan adanya kesepakatan antara pihak

KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu dengan

2 Departemen Agama RI, Al-Qur’an..., h. 65.
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anggota dalam penandatanganan akad pembiayaan ijarah
maka akadnya sah.

Kedua, manfaat dari obyek akad harus diketahui
sifatnya, jika manfaat jika manfaat itu tidak jelas dan
menyebabkan perselisinan, maka akadnya tidak sah karena
ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan
sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut.® Syarat tersebut
dimaksudkan agar menolak terjadinya perselisihan dan
pertengkaran. Hal itu dibuktikan dengan adanya penjelasan
spesifikasi manfaat saat sighat (ijab dan gabul) maka akadnya
sah.

Berdasarkan  prosedur tersebut maka  dapat
disimpulkan bahwa pembiayaan ijarah di KSPPS Fastabiq
Khoiro Ummah Cabang Cepu sudah sesuai dengan ketentuan

syara’.

¥ Wahbah al Zuhaili, Figh al Islami wa Adillatuhu, Jilid 5,
Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani, h. 391.
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B. Analisis Mekanisme Implementasi Fatwa DSN No.

09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan ljarah di
KSPPS Fastabig Khoiro Ummah Cabang Cepu
Keberadaan fatwa ekonomi syari’ah pada saat ini
berbeda dengan proses fatwa yang ada pada zaman klasik
yang cenderung individual atau lembaga parsial. Otoritas
fatwa tentang ekonomi syari’ah di Indonesia berada dibawah
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama’ Indonesia. Fatwa
yang dikeluarkan oleh DSN MUI tentang masalah ekonomi
syari’ah khususnya lembaga ekonomi syari’ah yang menjadi
rujukan yang mengikat bagi lembaga-lembaga keuangan
syari’ah (LKS), demikian pula berlaku bagi masyarakat yang
berinteraksi dengan LKS di Indonesia. Pihak LKS dapat
menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara ijarah.
Pada dasarnya semua pembiayaan prosedurnya sama,
yang membedakan adalah akadnya. Pada pembiayaan ini
menggunakan akad ijarah. Di karenakan produk ini berbasis
jasa pemanfaatan. Pembiayaan ijarah yang diterapkan oleh

KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu adalah salah
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satu contoh dari beberapa konsep ekonomi Islam. Kebanyakan
para anggota KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu
belum begitu mengetahui tentang akad ijarah sehingga pihak
KSPPS Fastabig Khoiro Ummah Cabang Cepu menjelaskan
kepada para anggota secara detail sebelum pengajuan
pembiayaan ijarah dilaksanakan.

Dalam Islam konteks muamalah dan pada transaksi,
pada dasarnya adalah boleh seperti jual beli, sewa menyewa,
gadai, kerja sama (mudharabah atau musyarakah),
perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas
diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan,
judi, dan riba, seperti kaidah figh yang sering digunakan
yaitu:

Gt 2 8 Jus 31 S &gyl o3 i g Jei

Artinya: Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh
dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*

* A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum
Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis,
Jakarta: Kencana, 2006, h. 130.
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Seperti halnya ijarah yang merupakan salah satu
produk pembiayaan di perbankan Islam. Pembiayaan ijarah
yang di KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu adalah
akad atau kesepakatan antara satu atau beberapa pihak, yang
mana satu pihak sebagai penyewa yaitu KSPPS dan anggota
sebagai penggarapnya, keuntungan maupun kerugian
ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan.

Menurut fatwa DSN Nomor : 09/DSN-MUI/IV/2000
tentang pembiayaan ijarah bahwasannya:

“ljarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas
suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa
(ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang

itu sendiri.”®

Dengan demikian akad ijarah tidak ada
perubahan kepemilikan tetapi hanya perpindahan hak guna

saja dari yang menyewaakan pada penyewa.

® Fatwa DSN Indonesia No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Pembiayaan ljarah
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Dalam fatwa DSN Nomor : 09/DSN-MUI/IV/2000

tentang Pembiayaan ljarah terdapat ketentuan yaitu sebagai
berikut:
1. Rukun dan Syarat ljarah
1) Sighat Iljarah, vyaitu ijab dan qabul berupa
pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad
(berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk
lain.
2) Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi
sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
3) Objek akad ijarah, adalah:
a. manfaat barang dan sewa; atau
b. manfaat jasa dan upah.
2. Ketentuan Objek ljarah
1) Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan
barang dan/atau jasa.
2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan

dapat dilaksanakan dalam kontrak.
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3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat
dibolehkan (tidak diharamkan).

4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan
sesuai dengan syari’ah.

5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian
rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan)
yang akan mengakibatkan sengketa.

6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas,
termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali
dengan sepesifikasi atau identifikasi fisik.

7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan
dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran
manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam
jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah
dalam ijarah.

8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa
(manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek

kontrak.
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9) Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa
atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu,
tempat dan jarak.

Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan ljarah

1) Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang
atau jasa:

a. Menyediakan barang yang disewakan atau
jasa yang diberikan.

b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.

c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang
yang disewakan.

2) Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat
barang atau jasa:

a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung
jawab untuk menjaga keutuhan barang serta
menggunakannya sesuai kontrak.

b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang

sifatnya ringan (tidak materiil).
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c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena
pelanggaran dari penggunaan yang
dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak
penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak
bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

3) Jika salah satu pihak tidak menunaikan
kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di
antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan
melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak
tercapai kesepakatan melalui musyawarah.®

Dalam ketentuan objek ijarah point 6 disebutkan

bahwa, “Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas,
termasuk jangka waktunya, bisa juga dikenali dengan
spesifikasi atau identifikasi fisik.” Namun di dalam
pelaksanaan akad ijarah di KSPPS Fastabig Khoiro Ummah
Cabang Cepu spesifikasi manfaat, jangka waktu sewa dan

keterangan membayar tidak disebutkan dengan jelas dalam

® Fatwa DSN Indonesia No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Pembiayaan ljarah.
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akad perjanjiannya karena sudah disebutkan dalam formulir
pengajuan pembiayaan.

Dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan
bahwa ketentuan objek ijarah yang tertuang dalam akad
ijjarah antara anggota dengan KSPPS Fastabig Khoiro
Ummah Cabang Cepu sudah sesuai dengan ketentuan objek
ijarah yang terdapat dalam fatwa DSN Nomor 09/DSN-

MUI/IVV/2000 tentang pembiayaan ijarah.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN
Sebagaimana yang telah penulis uraikan dalam
pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya atas judul
dari Analisis Terhadap Implementasi Pembiayaan ljarah

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000

Tentang Pembiayaan ljarah (Studi Kasus di KSPPS Fastabiq

Khoiro Ummah Cabang Cepu), berikut dapat ditarik

kesimpulan yaitu:

1. Praktik prosedur pembiayaan ijarah yang terjadi di
KSPPS Fastabig Khoiro Ummah Cabang Cepu sudah
sesuai dengan ketentuan syara’.

2. Mekanisme implementasi ketentuan objek ijarah yang
tertuang dalam akad ijarah antara anggota dengan
KSPPS Fastabig Khoiro Ummah Cabang Cepu sudah

sesuai dengan ketentuan objek ijarah yang terdapat

122



123
dalam Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang

pembiayaan ijarah.

B. SARAN
Berdasarkan pembahasan skripsi ini dalam ruang
lingkup ijarah, maka penulis ingin menyampaikan beberapa
saran yang berkaitan tentang Analisis Terhadap Implementasi

Pembiayaan ljarah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.

09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan ljarah (Studi

Kasus di KSPPS Fastabig Khoiro Ummah Cabang Cepu),

semoga bermanfaat, yaitu:

1) Bagi pihak KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang
Cepu hendaknya dapat menjalankan  Kkegiatan
operasionalnya berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan
yang ada di dalam fatwa Dewan Syari’ah Nasional
Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menjadi
landasan operasional dan menjadi rujukan yang mengikat
akad pembiayaan di lembaga keuangan syari’ah. Jika

dalam praktik di lapangan dianggap tidak efektif atau



2)
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sulit untuk dilaksanakan, maka saran penulis KSPPS
Fastabiqg Khoiro Ummah harus mencari jalan alternatif
yang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam
muamalah.

Bagi anggota maupun calon anggota KSPPS Fastabiq
Khoiro Ummah Cabang Cepu hendaknya harus
menanyakan dan memahami dengan jelas segala sesuatu
yang berkaitan dengan produk pembiayaan yang akan
diajukan dan digunakan agar tidak terjadi kesalahan
dalam menjalankan suatu akad perjanjian. Jika dalam
suatu  perjanjian  pembiayaan  anggota  merasa
berkeberatan dengan aturan ataupun Kketentuan yang
berkaitan dengan produk pembiayaan yang akan
digunakan maka katakanlah dan lakukan negoisasi agar
tercapai kesepakatan yang seimbang sehingga tidak ada

pihak yang dirugikan.



125
C. PENUTUP

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT yang
telah memberikan taufiq, hidayah dan inayahnya sehingga
penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta
salam selalu penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW
yang telah memberikan uswatun hasanah (contoh yang baik)
pada kita. Penulis menyadari, meskipun sudah mencurahkan
segala usaha dan kemampuan dalam menyusun skripsi ini
yang tentu masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna,
oleh sebab itu kritik dan saran bersifat konstruktif dari pihak
yang terkait dalam hal ini sangat penulis nantikan untuk
perbaikan selanjutnya. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi
penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga
apa yang penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini dicatat
olen Allah SWT sebagai amal kebaikan dan Allah SWT
berkenan memberikan pahala atas kesungguhan niat dan
i’tikad baik penulis serta mengampuni segala kesalahan dan
kekhilafan yang pernah penulis lakukan. Aamiin. Akhirnya,
hanya kepada Allah SWT merupakan tempat yang tertepat

untuk berserah diri dan memohon petunjuk.
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LAMPIRAN

Wawancara
Bagaimana sejarah berdirinya KSPPS Fastabig Khoiro
Ummah Cabang Cepu?
Apa visi, misi dan strategi dari KSPPS Fastabiq Khoiro
Ummah Cabang Cepu?
Apa saja produk KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang
Cepu?
Apa yang dimaksud dengan pembiayaan ijarah?
Akad ijarah apa yang diaplikasikan di KSPPS Fastabiq
Khoiro Ummah Cabang Cepu? ljarah murni/ljarah muntahiya
bi tamlik atau ada konsep ijarah lain?
Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan ijarah pada
KSPPS Fastabiq Khoiro Ummah Cabang Cepu? Syarat-syarat
apa saja yang harus dipenuhi calon anggota pembiayaan?
Apa saja yang dianalisis dalam melaksanakan permohonan
pembiayaan ijarah di KSPPS Fastabig Khoiro Ummah

Cabang Cepu?



8.

10.

Jika dilihat dari sistem pembiayaan, apakah staff marketing
sebelumnya melakukan survey untuk pembiayaan ijarah
terhadap anggota?

Apakah dalam pembiayaan terdapat jaminan? Jika ada berupa
apa? Apa fungsi dari jaminan tersebut?

Pembiayaan jenis apa yang paling diminati anggota?

Wawancara dengan Branch Manager (Manajer Cabang)

KSPPS Fastabig Khoiro Ummah Cabang Cepu

Penulis : Mohon maaf sebelumnya pak, dalam
ketentuan fatwa DSN MUI No. 09/DSN-
MUI/IV/2009 ditentukan bahwa, “Manfaat
harus dikenali secara spesifik manfaat
harus dinyatakan dengan jelas, termasuk
angka waktunya sedangkan pada akad
perjanjian pembiayaan ijarah yang tertulis
hanya disebutkan “Pihak I menyewakan

barang kepada Pihak Il berupa dengan



spesifikasi”, apakah tidak menyalahi
aturan jika pembiayaan seperti praktiknya
tersebut?

Branch Manager : Yang kita sewakan yaitu lahan, lahan tanah
atau sebidang tanah lalu kita beli dulu terus
habis itu kita sewakan dengan spesifikasi
berarti tanah letaknya dimana, ukurannya
berapa itu tanahnya dibuat untuk apa,
misal sudah ada bangunannya atau yang
sudah saya jelaskan, nah itu kita sewakan
kepada anggota (Pak Kiswono) ini. Jadi
untuk lahan ternak bebeknya berarti
pembiayaan disini untuk beli itu tadi
(untuk beli tanah) lha tanahnya kita ACC
pakai ijarah karena itu sewa punya
masyarakat, seperti itu.

Jadi, spesifikasi itu menunjukkan detail
dari apa yang kita sewakan kepada

anggota.



Example:

ljarahnya semisal sewa bangunan ruko,
berarti yang kita sewakan itu rukonya,
lokasinya dimana terus seperti apa, terus
sewanya itu harus detail, itu sewanya
berapa tahun, misal mau sewa dua tahun
untuk toko baju-baju muslimah, nah itu
harus jelas apa namanya, untuk sewanya
untuk satu tahunnya, dikenakan berapa dan
untuk margin yang Kita inginkan berapa itu

semua harus jelas.
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FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: OB DSN-MLIVIV 2000
Tentang
PEMBIAYAAN LJARAH
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Dewan Syuri’ah Nasional sctelah

Menimbang

Mengingat

v &

bahwa kebutuh kat untuk peruleh faal suutu
bamng sering memerlukan pihak lain melslui akad farah, yaio
indahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dulam
waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrag), tanpa ditkuti
dengan pemindahan kepemilikan barang ity seodm
bahwa kebutul kat untuk P 4 jusa pihuk lain
guna meiakukan pckequu tertentu melalui akad ijarah dengan
pembayaran upah (ujrah/fee);
bahwa kebutuhan ukun jiarah kim depat dilayani oleh Jembngn
keuangan syari’ah (LKS) melalui akad pembiayaan ijarah;
bahwa apr akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam, DSN
g periu pkan fatwa tentang akad ijurah untuk
dijadikan pedoman oleh LXS.

Firman Allah QS. al-Zukhruf [43): 32:

n\,:Jlul N.';..;_‘;L..J": wnh&)wf”};mﬂ:ﬁ;

Uahi pprani i) @IS i Gl s Sy g
g s e SRR Su AL Wik
.UMwﬁ’.Jq‘u'_.rJ}ai,n.-

“Apakah mereka yang bagi-bagikan rakmar Tuh

Kami telak menentukan antara meveka penghidupan mereka
dalam kehidupan dunia, dan Kemi telah meninggikan sebagion
mereka aws sehagian yang laln beberapa derajai, agar sebo-
gian mereka dapar mempergunakan sebagian yarg lain, Dan
rahmat Tuhanmu lebik batk davl apa yang mereka kumpulkan. "

Firman Allah QS al-Bagarah [2]: 233:
;—J—-— ‘é« FSJ‘ r-\_w)‘-lp:-\\')‘ ‘,-AJ—-I d‘l‘;u’aﬁ. gsiae
S .;,L.nl..,, B otk & i,.,l_, ‘._J,,Jb A

Dan Jika kamu ingin anakmu disesukan olck arang lain,
rndak dasa bagimu apabila kamu memberikan  pembayaran
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menurut yang patut, Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah
bahwa Aliah Maha Melikai apa yang kamu kerjakan. "

3. Firman Allah QS, al-Qashash [28]; 26;

e

PP Oy M B B - S | L v WS

24
"Salak seoruny dari kedua wanita itu berkara, ‘Ha ayahku!
Ambillah ia sebagal orang yang bekerfa (pada kita), karena
sesunggulinya orang yang paling baik yang kamu ambil wnruk
bekerja (pada kita) adalah arang yvang kuat lagi dapat
dipercaya.'”

4. Hadis riwayat Ibn Majah dari Tbnu Umar, bahwa Nabi bessabda:
55 i f 35 el 20l ff
“Berikanlah upah pekeria sebelum keringatnya kering. ™
5. Hadis iwayal “Abd ar-Razzaq deri Abu Hureirah dan Abu Sa'id
al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:
sl Ak
"Barany  siapa  mempekeciakan  pekerja,  beritakukanlah
e
6. Hadis riwayat Abu Daud dars Sa°d Iba Abi Wagqash, ia berkata;
sl GGy £ Ge AN B (AN g K

Uply allh e sy o7y B A e B J50; 0Gs g

a4 L ady g 8o
“Kami pernak menyewankan tanah dengan (hayaran) hasil
pertanianiya; maka, Rasulullah melarang kami melakwkan hal
tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan
emas atau perak.”

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari *Amr bin *Auf.
G ef o e 1 e Y Gl Zh 22 S Jlal
oee o Befol s sl Tag Ty Y S Y
L0 I P B N eyl e AL
" Perdamaion dapat dilakukon di antora kaum musiimin kecuali
perdamaian yang menghoramkar yang halal atau menghalalkan
yang haram; dan Kenam muslimin teviken dengan syarat-syaral

mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkar yang haram. "

Dewan Syariak Nasional MU
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Memperhatikan

Menetupkin

Pertama

Kedua

8. Ijma ulama tentang kebolchan melakukan akad sewa menyewa.
9. Kaidah figh:
\i“. P ;..) ‘J-H Qf \] c-\.n}o v_ry.pu...h ."l ..gg'l
“Pada dasawnya, semua bentuk muamaloh boleh dilakukan
Kecuali ada dalil yang mengharamiannya. ™
¢ » - - » P ‘< ). '
_c.jl.:a.'dl ;,..L,.- S ::G.- :.:.u..ll 62
“Menghindarkan  mafvadat  (kerusakan,  bahaya)  harus
didahulukan atas mendaangkan kemaslahatan. "
Pendapat peserta Rapar Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari
Kamis, tanggal § Mubarram 1421 H./13 April 2000,

MEMUTUSKAN

: FATWA TENTANG PEMBIAYAAN JARAH
:  Rukun dan Syarat Hamh:

1. Sighut Jjaruh, yaitu jjob dan qubul berups pernyatean dari kedun
belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atay
dalam bentuk lain.

2. Pibak-pihak yang beraked: terdini otas pemberi sewa/pemberi
Juss dan penyewa'pengguna jasa.

3. Obyek akad jjarab adalah -

a. manfaat barang dan sewa; atau
b, manfant jasa dan upah.

: Ketentuan Obycek Tjarah:

I, Obyck ijarsh edalsh mentust dan penggueann burang dan/ataw
jasa,

2, Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan  dapat
dilaksanakan dalsm kontrak.

1. Manfaat barang atzu joso harus yang bersifit dibclehkaon (tidak
diharamkan).

4, Kesanggupan mermenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan
gyari oh.

5. Monfaat harus dikenali sccura spesifik sedemikian rupa untuk
menghilangkun  johalah (ketidaktahuan) yang  akan
mengakibatkan sengketo.

6. Spesifikasi manfast harus dinystakan dengan jelas, termasuk
jangka wakiunya Bisa juga dikenali dengan spesifikasi stau
identifikasi fisik.

7. Sewa atau upah adalah sesvatu yang dijamjikan dan dibayar
nasabeh kepada LKS scbagai pembayaran manfoat. Scsuatu yung
dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa
atau upah dalam larsh,

Dewan Syariah Navional MUT
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Ketiga

8. Pembayaran sews atau upah boleh berbentuk jass (manfaat Lain)
duri jenis yung suma dengnn obyek kontrak,
9. Kelenturan (fexibilizyy dulem menentukun sewa atou upah dopat
diwujudkan dalam ukaran waktu, tempat dan jarak.
: Kewajiban LKS dan Nasabab dalam Pembiayaan ljarah
L. Kewujiben LKS sebagni pemberi munfaat barung atau jasa:
a, Menyediakan barsng ynog  disewikan atou jasn  yang
diberikan
b. Menanggung biaya pemelibarazn barang.
¢ Menjumin bila terdapat cacat pada barang yang disewskan,
2, Kewnjiban nasabih sebagm peneri fant buramg atau jasa:
a Mcmbnylr sewn ataun upab dan bertanggumg juwub untuk
mepjaga kearvhan bavang serta menggunakannyn sesusi
kontrak,
b. Menanggung biaya pemeliharuan barang yeng sifistnya
ringan (tidak materiil).
¢ Jika barang yang disews rusak, bukan kurena pelanggarun
dari  penggunaan yung tlabolehhn. Juga bukan Karena
kelalaian pibak dalam va, ia
tidak bertanggung ;awah atas kerusakan tersebur

Keempat : Jika selsh satu pihak tidak mepunaiken kewwjibannyu atau jika

Kema,

P‘mﬁe

terjadi perselisiban di antara para pihak, maka penyclesaiznnva
dilakuken melalui Baden Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai

kesepakatan melalui musyawarsh,
Ditetapkan di  : Jakarta
Tenggal : 08 Muharmm 1421 H,
13 April 2000 M
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

W,

A, Nazzi Adlnni

Dewan Syariah Nasional MUI
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AKAD IJARAH / SEWA BARANG
No : 4372300004/IJR/KSPPS FASTABIQ KHOIRO UMMAE/IV/2017

2isnillahirrahmanirrehiim
*4ai orang-orang vang beriman!, Janganlzh kalian saling memakan lmenqanbi
harts sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jelsn perniagsan yang
berlaku dengsn sukarela diantaramu...”
(9s. Al-Nisa' {d]: 29}

Dengan berlindung kepads Allah dan senantiasa menchon Rabina -Hya, and ini
dibust dan ditandatangani pads hari ini : SENIN tanggal : 10
tempat : Kantor KSPPS Fastablq Kheiro Ummah oleh para pihak se.bagn hezu.ut i

1. SUNAJI,SE,Direktur Bienis KSPP3 Fastabig Khoiro Ummsh, yang dalam hal Inl
barwenang bertindak untuk dan atas nama Koperasi Simpen Pinjem Tembiayaan

Syariah yang berkeduduken dan berkantor di Pati untuk selanjutnya disebut
Pihak L.

2. Bama 1 KISWONG y

Alamat : GAGRXAN 05/02 SAMBONG BLORA
No. Identitas : 13316060412850001

¥Yang dalam hal ini telah npendapat persetujuan dari YULI RATNR SAFITRI
bertindak untuk dan atas nans pribadi/diri sendiri, yang untuk selanjulnys
disebut Fihak 11

Xedus belsh pihax bertindak dalam keduduka Masing ing sebagaimans
tersebut diatas, telah sepakat meagadaxan PERJANJIAN SENA (IJARAN) yany
terikat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal T

barang kepada Pihak II berupa dengan spesifikasi

atas barang tersebut pads pasal ini ayat (1)

--keamt{aw rxnx' KEDUR II dan telah Dbersepakat bahwa dalam
‘penggunasnnya tidak bolen digunakan untuk nel-bal yalig 2elanggar syari'at
Islam.

3, Marga Tarlf Sewa manfaat atas barang tersebut pads pasal ini ayst (1)
adalah mebesar Rp 2.210,000,00 (Dua Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Ruplanh}
tiap bulan.

Pasal 1I

Plhak II talah sepakat pada b keltentuan seb i berixut :

1. Apabila Pihax II menginginkan untuk membeli banng tersebul sebelum
selesainya jsngka waktu ijarah sebagaimana bunyi Pssal 1 ayat 1, =nmka para
plhax dapat melskukan iual beli dengan memperhatikan nilai buku pads saat
ity atas barang tersebut,

2. Apabila Fibak II secara sepihak mengakhiri ijarch atas barang tersebul
sebelum seiesainys Jangka uktu ijaran sabagaimana bunyi Fasal I =yal 1,
naka Pihak 1! harus memberikan Denda sejumlah ®p. 0.00 [Rupizh) serta
mengesbalikan berang yang menjadi obysk ijaroh tersebut kepada Plhak T
secara wtuh sebagainans kesepakalan yang telah dilakukan dan telah
dimengerti olsh para pihak, selssbat-lampatnya 5 hiri terhitumg darl

M N



)

‘tanggal pembayaran ;,,u'vh Pada bulan tersebut, tanpa kewajiben dezi pihak
I untuk meémverikan & si-kompensasi ap pada Pihak If.
PASAL III 7
BIAYA-BIAYA

Pihak 1l setuju untuk membayer ss=luruh biaya-biaya yang timbul karena akad
Ijarsh ini, meliputi:

Biays Administrasi, sebesar
Biaya Materai, sebesar
Biays Cad. Resiko, sebesar 9.00

t Rp 1.020,000.00
: Rp
i Rp
Biaya Notaris, sebesar t Rp 1.025.000,00
3

Q.00

Biaya Asuransi, sebesar Rp 300.000.00
Biaya Infag / 3hodagah, schesac Rp 300,000,00

JUMLAH @ Rp 2.645.000.00

yang semua blays tersebut harus dibayar di muka.

Pagal 1V

FERNYATRAN JAMINAN
.

Untuk menjamin keamanan dan terpenuhinya akad sebagaimana tujuan perjsnijisn
jual bell ini, maka pihak II menyerahkan jaminan.

1. Pihak II menyerahkan jaminan berupa :

a3, No Agunan : 23.01.00393
Nans Agunan : SERTIPIKRT TANAH L 534 M* NO.SERL BR 348321
Komor : HM 01125
Atas Nama 1 KISWONG
Alamat 1 GAGAKAN SAMBONG BLORA

Sepagai jaminan atas akad jusl bell yang telah dizepakati.

Obyek Jaminan nenjadi milik Plhak I, sedang cbysk jaminan tecsebul tetap
berada pada kekuasaan Pihsk II selaku peminjam pahx. obyek jaminan nanys
dapal dipergunakan oleh Pibak II menurut sifat dan peruntukannya.

Pihak II Dberkewajiban untuk memelihars chyek jaminan tersebut dengan
sebaik-baikaya dan mnelakuk semus ki yang diperlukan uatuk
penclihsraan dan perbaikan atas obyekx jaminan atas biaya dan Tangguigan
Pihak II =endir: serta membayar pajak, retribusi dan beban lainnya yang
perkaitan dengan itu.

Apabila bagian dan atau selurvhnya dacl obyek Jjaminan tersebut rusak,
hilang, atau disntara obyek jaminan tersebut tidak dapat dipergunaken
lagi, maka Pizsk II dengan ini mengikatkan diri untuk mengganti baglan dan
atau seiuruhnya dari obyek jaminan sejenis dan atau yang nilainya setara
dengan yang digantikean serta disetujui oleh Pinak I

Pihak 1T tidak berhak untuk melakukan pe-:jumlnm ulang atas obyek jaminan
dan 3uga tidak diperk K unuk cara P
menggadaikan atau menjual atau mengalibkxan obysk jaminan kepada pihak lai.n
tanps persetujuan tertulis terlebih duiu dari Pihak I.

NN



6. Pihak II bersedia dan bertanggungjawsb untuk melepaskan hak atas jaminan
tersebut pada Pasal IV ayac 1 kepads Bihak I, apabila Pinax Il selama tiga
periode angsuran tidak i kewajibannya untuk r sebagalimana
diatur pada pasal II perjanjian fni. Dengan ini Pihak I° mamiliXi hak
ternadap berang tersebus dengan tanpa sesuatu yang dikecualikan untuk
menarik jaminan dar atau untuk menjualnya Xepada pihak manapun untuk
melunasi kewajiban Pihax IT.

Pasal IV
KEADAAN MEMAKSA {FOR CE MAJEURZ)

Apabila terjedi hal-hal dibawan ini, setiap Xejadian kemudian, masing-masing
secars tersendiri atau bersams-same disebut pecistiwa cidera jani:i ;

1. Apabila terjsdi xetaerlambat atau k gal=n s5alah eatu pihak untuk
nemenvhi  kewajlban sebagasimana tercantum dalam perjanjian ini, yang
diseb oleh kead: vang Sepergi b a &lan, huru-nhara dan
esbotase, dan tidak dapat dihindari dengen aclakukan tindskan sepelutaoya,
maka kxerugian vang diskibatkan tersebut ditanggung secara bersama cleh
para pihak.

2. Lalam hal terjadi xeadaan memaksa, pihak yang mengalami peristiwa yang
dikategorikan kead. X wajib itahuk; secersa tertulis tentang
hal tersebut kepada pihak lainnya dengan nmelampirkan bukti secukupnya dari
kepolisian atau instansi yang herwenang mengansi kejadlan nemaksa tersehut
selambst-lambatnys 14 hari cerhitung sejak keadaan Yang memaksa tersebut.

3. Apabila dalam waktu 30 har: sejak diterimenys pemberitabuan sebagaimana
ayat 2 tersebut delum atau tidak ads tenguapan dari pihsk yang menerinma
pemberizanuan, maka adanya peristiwe tersebut diangqsp telah disetuiui
cleh pikak tersebut.

4. Apabils Kkeadasn memaksa tersebut mengakibatksn kegagalan dalan pelaksanaan
ketentuan-ketentuan dalam perjanjlan ini selama 3 bulan Rmaka perianjian
ini dapat diekhiri dengan suatu perjanjian antara para pihak.

Pasal Vv
ADDERDUM

Kedua belah pihak talah bersepakat, bahwa segala sesuatu ang pelum dimtur
dalam akad ini, akan diatur dalam addendum-addendum dan atau surat-surat dan
atau lampiran-lampiran yang akan dibuat dan penjadi bagian yang tidak
terpisahkan dengan perjanjian ini.



Pasal VII
PASAL TAMBAHAN

perjaniian ini ditandatangani, dibuat dalam rangkap 2 (dua), wmsaing-masing
bermateral cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sams, ditandatsngani
kedua belah pihak dengan sukerela (saling ricdle) tanpa pakssan darl plhak
marapun, sects disaksikan oleh saksi-saksi

Blgra, 10 APRIL 2017

2ihak I Pirnak 11
f
|
SUNRJT, SE (e
PETUGAS DISPOSISI + Ixut| BertanggungJlawab
MUHSIN, SE YULI RATRA SAFITRI

Sakal - saksi :
Adninlatrasi

ALFA SEPTIAJI N, SE INDAH M.H I, Amd, Keb ALI MAIRUF, 3. Th. 1



KOPERASI JASA KEUANGAN SYARPAH S
i% BMT F AST ABIQ FQ/FM-BNS/004.001
FORMULIR KOMITE PEMBIAYAAN. | Revisi  Tanggal Terbit
PUSAT Ao 06 April 2015
casane : F-23
TANGGAL : _©0%-04 %l Z
NAMA :_ IR,
ALAMAT oot T brupows BHiors
CABANG URAIAN PARAF
Kelengkapan F-23 1. Permohonan diisi lengkap oleh
Administrasi pemohon;
Awal (syarat 2. FCKTP Pemohon ; -
Legalitas) 3. FCKTP Istri / Suami Pemohon ;
4. FCKK Pemohon; —
5. FCKTP Pemilik Agunan ;
6. FC KTP Istri /Suami Pemilik
Agunan ;
7. FC KK Pemilik Agunan ;
8. FCBPKB;
9. FCSTNK;
10. FC Kwitansi Pembelian kendaraan
yang dijaminkan jika milik sendiri ; 2
11. FC Cek fisik kendaraan dari
SAMSAT
12. FC Sertipikat ;
13. FC SPPT terakhir ;
14. Surat Keterangan Kematian dari
pemilik agunan .. ¥on
15. Surat Kuasa Porong G-np >
16. Blokir Simpanan ;
17. FC Akta Cerai
18. Proses Tunjuk Waris ;
19, Proses-Balik Nama ; |
20. Tidak dapat dlpmsu Legalitas
21. LENGKAP
22, DILANJUTKAN
Pengecekan P Inss@aTe /BN -V 3 }f 178
IMF@ G 25y r¥4.000.. LU . i
DISPOSISI I e Taksiran Nilai Agunan : @ Z 1\
e  Nominal Pencairan  :
“s 'ER s /, é%g <
e Jangka waktu : ~
e Jenis Legalitas 5 45,
DISPOSISI 1T obr | PR (\auprban doleee ,,M)’W 4@5{
DISPOSISI 111 Yy &o0.g00-m0 / ) ; L \/
DISPOSISI IV g Lo I \
Pencatatan
i g
Droppin

!

U

07 APR 200



Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syari’ah

FASTABIQ KHOIRO UMMAH

LEMBAR DISPOSISI
PEMBIAYAAN PEMBELIAN BARANG

D.

NAMA LENGKAP lelgw OND. / N
ALAMAT RUMAH @iean S /g Bipove pleea / s
JUMLAH PENGAJUAN T e BE s
JANGKA WAKTU Bty [

TANGGAL DAFTAR O[04 [ gy G
PERIODE = r
PERSYARATAN [Arckreremonon  [Froresuammster [AFcacunan [ #c suraTku,
,
TANGGALSURVEY /R LolF R oMeHOAS! Bel
oardie | e Bkl Bewa
HASIL SURVEY HARGABARANG
1KARAKTER [ BAK MARGIN LEZ
[S]iomacuran UANG MUKA e wmau’ﬁ_ssuun
K SENDIRI
2AGUNAN %‘:::MMAN METODE PEMBELIAN [T] PEMESANAN BARANG [ WAKALAH
= AKAD ] MURABAHAH
3.PEKERJAAN Uiz ANGSURAN POKOK . . 07 IBULAN
SUAMI _Deves LPEPTaMiv) ANGSURAN MARGIN __gLJWN
ISTRI TOTALANGSURAN = T IBULAN
4PERIODE K T
5.TANGGUNGAN s FETNS ey qpeyd AEYS
5.GARANS PERSONAL
( ) (
4
ST [] oiseTuau [] oanceuHKkan [JoroLax
NOMOR ANGGOTA A
NOMOR PEMBIAYAAN : "
PLAFON 2 B 0. 600-W / fuad
TANGGAL REALISASI / : |
TANGGAL JATUH TEMPO % g
cs80 MANA] G

( )

( . )
f
ADMISI \

TELAH DIPERIKSA DAN DI SETUJUI OLEH DIREKTUR BISNIS
PADA HARI © TANGGAL : >

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

t *

DIREKTUR UTAMA

KETERANGAN




Koﬁerasl Simpan Pinjam & Pembiayaan Syari'ah

MOHON

APAKAH ANDA SUDAH MENJADI ANGGOTA KSPPS FASTABIQ KHOIRO UMMAH ?

[[] supaH, NOMORANGGOTA 8 O 9 0 2 P S T
[ eewum
NOMOR ANGGOTA TTTT . ] TGL DAFTAR Tt
NAMA [ ugdom® [ TGLLAHIR
ALAMAT SESUAI IDENTITAS ™ L o Bv I
KOTA R - X no. TeLe [OIQTE 0
ALAMAT RUMAH [l no.TeLe [ 1
ALAMAT KANTOR no. TELP [] [
IDENTITAS DIR! [(Fwre [ sm [[] Paspor [] KARTU PELAJAR /MAHASISWA [ | LAINNYA
NOMOR IDENTITAS 8 e o
PEKERJAAN [] ens/mizpotr [] BumniBump [ PETANI/ NELAYAN [ PeLAJAR I MAHASISWA
(] pecawaiswasTa [] pensionan [] PEDAGANG [ ] WIRASWASTA ] camnva
JENIS ANGGOTA [] caLonanGGotA [] ANGGOTALUARBIASA [ ] ANGGOTABIASA
AHLI WARIS (T 1 w4 K IOEE0E
ALAMAT AHLI WARIS EFETN) T[] 28 ) ) 1 S
HUBUNGAN KELUARGA :] [Jrsuanti fisTERI [ ] BAPAK (] Bu (] sauoara [ LAINNYA
BERSEDIA MEMBAYAR SIMPANAN POKOK RP. 10.000.-
PERMOHONAN UNTUK ]’mm SENDIRI [ ] LEMBAGA/ ORGANISAS!/ PERUSAHAAN 5
NAMA [ AR %gll\- [ 1 [ |
ALAMAT / | || L
KOTA [ TRdeRAT | i HAE 1 [1 I
HUB. DENGAN PEMOHON [Asormmristerr  [] anak [ ] eapak [y [ ] saubara [ ramnva
DATA PERMOHONAN PEMBELL,
NOMOR PERMOHONAN = J.LTTTT]?  TGLPERMOHONAN [olf]
NAMA BARANG L 0 5 O 0 o |
SPESIFIKASI o D 6 0 I 1 50 219 6 D
HARGA BARANG L | JUMLAH BARANG
UANG MUKA/ URBUN ) [ T e e |
JANGKA WAKTU [T T 1euany Periopeancs [ | | ] (BuLanan)
METODE PEMBELIAN [} PEMESANAN BARANG (PENGADAAN BARANG OLEH PIHAK BMT)
[] WAKALAH (BARANG DIBELI SENDIRI OLEH PEMOHON)

DATA AGUNAN

(] TIDAK ADAAGUNAN [] DITANGGUHKAN SAMPAI TANGGAL EEEE L EEEE
MENGGUNAKAN AGUNAN DENGAN RINCIAN SEBAGA! BERIKUT :
NO URUT | NAMAAGUNAN | NOMOR AGUNAN/ NO. REKENING
L \aT ROk 1
ATAS NAMA [ ALAMAT | NOMINAL AGUNAN
[ .
NO.URUT | NAMAAGUNAN | NOMORAGUNAN/NO. REKENING
ATAS NAMA [ ALAMAT | NOMINAL AGUNAN
I
DEMIKIAN PENGAJUAN DATA YANG KAM| KAN DENGAN YA UNTUK DIGUNAKAN SEPERLUNYA DALAM PERJANJIAN INI

NGETAH! PEMOHON
DAN IKUT, BERTANGGUNGJAWAB

TG Ly ( WD,
PERSETULIUAN _



PEMBIAYAAN MUDHARABAH

‘b

Memudahkan Anda
Dalam Membangun
Usaha

“pemblayaan Akad Mudharabah adalah bentuk kerja sama
antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal {shahibul
maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola
(mudharib] dengan suatu perjanjian di awal, dengan ketentuan
bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Bentuk
ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen
modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. ,,

@ Syarat Mudah

® Proses Cepat

@ Sesuai Syariah

® Usaha Berkah

Kantor Pusat
JI, Raya Pati - Tayu Km.03

Tambaharjo, Pati - Jateng Fﬂs:jﬂg"p
W

ﬂw FHO
'I-m-m Voaze & vy




Gratis Fasilitas Pendampingan
Pembuatan Neraca

Persyaratan Dokumen Pengajuan :
* nengisi formulir permohonan
* Fotocopy KTP dan KK (Suami-Istri)
* Fotocopy Agunan
* SHM {Sertifikat Hak Milik) :
-Fotocopy SHM
-Fotocopy SPPT Tahunan Terakhir
*BPKB (8uku Pemilik Kendaraan Bermaoter) ©
-Fotocopy BPKB
-Fotocopy STNK

Informasi dan b lebih lengkap
kunjungl Kantor Cabang KSPPS Fastablq terdekat, atau
hubungi (0295) 383999

Atau segera hubungi staf kami

[ )




PEMBIAYAAN MURABAHAH

Memudahkan Anda
Dalam Mewujudkan
Impian

“ Pembiayaan Akad Murabahah merupakan akad jual bes
suaty Darang dengan menegaskan harga belinya kepada
* anggpota dan anggata membayarnya sebesar harga perolehan
ditarmbish dengan margin keuntungan yang disepakati "

rat Mudah
@ Proses Cepat
® Sesuaj Syariah
® Usaha Berkah

Kanlor Pusat

JI Raya Pali - Tayu: Km 03
Tambaharj, Pati - Jateng
gwmw—

| £ I




SKEMA MURABAHAH

Wesssensatansaane e e T R PP

Ar.rh Mumbutuhkan Pumbaelise
Barang Maklul KEPPE Fassbig Koo Ummah

e COTE

&

-1

[2]xsees Fastabia
Bali Barang

7 :
e L

Persyaratan Dokumen Pengajuan :
* Mengis formulir parmohaonan
® Fotocopy KTP dan KX [Suami-lsn)
® Fatocopy Agunan
*SHM (Sertifikat Hak Milik)
Fotacopy SHM
-Fotocopy SPPT Tahunan Terakhe
© 3PKB (Buku Pemilik Kendaraan Barmotor) :
-Fotocopy BPKR
Fotacopy STNE

SEessss s s s R a s

informasi dan ketentuan leb lengsap,
kunjungi Kantor Cabang KSPPS Fastabiq terdekat, atau
huburg! (0295] 383999

A3y sepera nubungl staf kami

_ o FASTABIO



PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

“ pemblayaan Akad Musyarakah merupakan akad kerjasama
antara dua prhak atau lebih untuk suatu usaha tertenty,
dimana masing- masing prhak memberikan kontribusl

an ketentuan bahwa keuntungan

yang, disepakati atau

an) akan ditanggung

ami berdasarkan porss modal, ,,

a (rmodal) d

esuqil dengan nisbah

sional dan resiko (keru

@ Syarat Mudah
® Proses Cepat
@ Sesuai Syariah

® Usaha Berkah

- Tuyu Km .03
Pati - Jateng

(02951383999 [ cormusanps
KEITS “ewwny Gl nun..u.




SKEMA MUSYARA

Gratis Fasilitas Pendampingan
Pembuatan Neraca

Persyaratan Dokumen Pengajuan :
» Mengisi formulir parmohonan
* Fotocopy KTP dan KK [Suami-istri]
* Fotocopy Agunan
®SHM (Sertifikat Hak Milik) =
-Fotocopy SHM
-Fatccopy SPPT Tahunan Terakhir
* BPKB (Ruku Pernilik Kendaraan Bermotor} ;
-Fotacopy BPKB
-Fotocopy STNK

Informasi dan ketentuan lebih lengkap,
kunjungi Kantor Cabang KSPPS Fastabiq terdekat, atau
hubungi (0295) 383999

Atau segera hubungi staf kami

[ )

FASTABIO

- RHOMD UM
= _
)




| KOPERASISIMPAN PINJAM & PEMBIAVAAN
FASTABIQ KHOIRO UMMAH

SYARI'AH

—

FQ/FM-BNS/004.001

r FORMULIR KOMITE PEMBIAYAAN | Reviss  Tangeal Terbit

A2

30 Juni 2016

CABANG  : F-23

TANGGAL
NAMA
ALAMAT
| NAMA URAIAN PARAF |

Kelengkapan 1. Penwohonan diisi leagkap oleh

Admimistrasi pemohon ;

Awal (syarat 2. FCKTP Pemohon ;

Legalitas) 3. FCKTP Istri / Suami Peenohon ;

4. FC KK Pemohon ;

5. FC KTP Pamhik Agunan ;

6. FCKTP Istri /Suami Pemilik
Agunan ;

7. FCKK Pemilik Agunan :

8. FCBPKDB:

9. FCSTNK;

10. FC Kwitans: Pembelian
kendaraon yang dijaminkun jika
mmihk sendisi ;

11, FC Cek fisik kendaraan dari
SAMSAT

12. FC Sertipikat ;

13. FC SPPT terakhir ; i

14. Surat Keterangan Kematian dari
pemilik agunan .

15, Surat Kuasa Potong Gaji ;

16. Blokir Simpanan ;

17. FC Akta Cersi

18. Proses Tunyuk Waris ;

19. Proses Balik Narna ;

20. Tidak dapat diproses Legalitas

21. LENGKAP

22. DILANJUTKAN

Py
IMF@ Rirls
DISPOSISI 1 ®  Taksian Nilai Agunan :

* Nominal Pencairan

* ER

s Jungka wakiy

* Jenis Legalitas I

DISPOSISI 11
DISPOSIST TIT
DISPOSISI TV
| Pencatatim
Disposisi siap
__ Dropping




Koperasl Simpan PinjJam & Pemblayaan Syarl'ah

i oot

OATA PEMOHON

AFAKAH ANDA SUDAH NENJLDI ANGOOTA SPFS FASTARIC KHOIROD UMMAH 7

[] swoms. Noworanesoms [T T T 1T [ TTTT] s (TTTTTTTITTITTLITIIL]
[ e=tum
NOMOR ANGGOTA | 1 ] TOLOAFTAR | o] SIGE]
AN [ | [ | ] rereanr  [T] [T L]
ALAMAT SESUAIIDENTITAS [ 1 1 I
KOTA [ [1 I Ino vewe 1] SEEEERSE
ALAMAT RUMAH [ 111 1 I [ [ [ Inorae I | |
ALAMAT KANTOR B I 2 A B, B (A8 [TT T T T Mo [TTTTTTTTTT]
ICENTITAS DIRI Owe [T sm  [] rasros ] KARTU PELAJAR / MAHASIEWA ] vamnra
NOWOR IDENTITES CLL I I TI LI TTTTLL]
PEKERIAMN [C] ensimaaipours [ BuwNiBUMD [ PETANI/NELAYAN [ | PELAJAR MAMASISWA

[[] pecaum swasta [ pensionw || PeoacanG || wikaswasta [ LunkYA
JENIS ANGGEOTA [] catonanacota [ anNGGOTALUAR BIAZA [ ] ANGGOTABIASA
AHLIWARIS EELCTETT [TTTTT] 24 3
ALAMNT NALIHARSS 2 ) R | (R [ jeal=] e L2 |
HUBUNG&N KELUARGA [ ] anax | suamiiisTERI || mapaK [ ]mBu [ seucara || Lanva

[7] BERSEDIAMENBAYAR SMEANAN POKOK RF 10,000,
PERMOHGNAN UNTUK ] omaevomi [[] LEMBAGAT ORGANISAS! FERUSAHAMN
MENGETANUI DAN IKUT BERTANGC
NAMA [ | | | I S 1D ) 0 | ]
ALAMAT [ | [ |
KOTA [ | 1 |
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mekar Arum Mukminatun
Tempat/Tanggal Lahir  : Blora, 27 Juli 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Orang Tua
Nama Bapak : Mardjono
Nama lbu : Sumilah
Agama : Islam
Alamat : Dukuh Kedungbanteng RT 001/RW 005
Kel. Wulung, Kec. Randublatung, Kab.
Blora
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenjang Pendidikan

1. TK Tunas Rimba 1 Randublatung, lulus tahun 2000

2. SDN Wulung 2, lulus tahun 2006

3. SMP 1 Randublatung, lulus tahun 2009

4. SMK PSM Randublatung, lulus tahun 2012

5. UIN Walisongo Semarang, lulus tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya
untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 25 Juli 2019
Hormat Saya,

Mekar Arum Mukminatun
NIM. 122311073




